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MOTO

“Barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan
tiada haknya maka ia akan di Rubur dengannya pada

hari Riamat sampai tujuh lapis bumi”

Terjemahan Hadist Riwayat Bukhori
' Kutipan skripsi: Dwi Endah Indarwati, dengan judul “Redistribusi Tanah Negara
Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo Kec. Wates Kab. Kediri”.
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RINGKASAN

Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijrde) apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.
Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak dapat
dilaksanakan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan maka secara sukarela dapat
dimohonkan eksekusi. Namun pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut
dapat dieksekusi. Hal ini disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau
adanya perlawanan dari pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi
syarat. Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang
kalah) untuk menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut, salah satunya adalah
berkaitan dengan adanya permintaan permohonan Peninjauan Kembali. Issue hukum
inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG
KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA
NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan membahas
permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui dan mengkaji prosedur
mengajukan permohonan penetapan putusan, kemudian untuk mengetahui dan
mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan, serta untuk
mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan
permohonan pelaksanaan putusan terhadap perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/
PN.Sda.

Berkaitan dengan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas
permasalahan tersebut, digunakan metode pendekatan undang-undang dan
pendekatan kasus. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim,

bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan-bahan non hukum berupa

Xiii

B T e e LT s



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang
kemudian diolah secara kualitatif yakni menggunakan metode non statistik.

Prosedur eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama oleh penggugat
pribadi (pihak yang menang)ﬂ‘atau kuasanya dan dapat berupa lisan ataupun tertulis
(surat). Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memberikan
peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat, penetapan (surat perintah eksekusi) dan
penandatanganan berita acara eksekusi setelah eksekusi dijalankan. Faktor
penghambat pada eksekusi pertama karena adanya protes dari seseorang yang
rumahnya berada didekat tanah yang dipersengketakan ikut kena eksekusi. Pada
eksekusi kedua dikarenakan adanya kesalahan menentukan ukuran dan batas objek
eksekusi, sehingga untuk mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Faktor pendukungnya adanya putusan dari Pengadilan
Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Mahkamah Agung RI, Putusan
Peninjauan Kembali, dan Penetapan Eksekusi yang mengabulkan seluruh gugatan
dari Pemohon Eksekusi dan menghukum Termohon Eksekusi untuk segera
menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemohon
Eksekusi. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan
permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/1982/PN.Sda adalah
untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa
Timur, dan Mahkamah Agung RI baik putusan kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Saran dalam skripsi ini adalah pemohon eksekusi dalam mengajukan
permohonan eksekusi adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sebelum
menjalankan eksekusi hendaknya memeriksa terlebih dahulu ukuran dan obyek yang
akan dieksekusi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan
dari Pemohon Eksekusi adalah sudah benar, dan seharusnya pihak Termohon

eksekusi mau mentaati semua putusan hakim untuk menyerahkan tanah sengketa

tersebut kepada Pemohon Eksekusi.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu putusan dalam perkara perdata dapat dieksekusi jika putusan tersebut
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijrde). Putusan dikatakan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut tidak
dapat diajukan upaya hukum lagi. Meskipun demikian, tidak semua keputusan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan, sebab yang dapat
dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir yaitu yang
mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu
putusan yang telah in kracht masih dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum
istimewa atau luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) atau reguest civil dalam
perkara perdata.

Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak
dapat dieksekusi. Putusan hakim disamping mempunyai kekuatan mengikat dan
kekuatan pembuktian juga mempunyai kekuatan ecksekutorial. Oleh karena itu,
putusan tersebut dapat dilaksanakan, bahkan bila diperlukan dengan bantuan alat
keamanan, jika pihak tereksekusi tidak secara sukarela memenuhi isi putusan.
Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala
putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa”.

Dalam putusan perkara perdata yang bersifat condemnatoir yang dapat
dieksekusi karena bersifat “menghukum” pihak yang dikalahl;an untuk melaksanakan
prestasi. Putusan demikian memberi hak untuk dilaksanakan secara paksa. Namun
pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini
disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau adanya perlawanan dari
pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang kalah) untuk

menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut.
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Penundaan eksekusi juga dapat terjadi berkaitan dengan adanya permintaan
permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak tereksekusi. Kendati pasal 66 ayat (2)
Undang-undang No. 5 tentang Mahkamah Agung telah melarang menunda eksekusi
meskipun diajukan peninjauan kembali, namun dalam kenyataannya masih saja
terjadi. (Harahap, 2005: 324) menilai bahwa peninjauan kembali sudah menjadi
“mode” oleh pihak yang kalah agar kemenangan pihak lawan tidak segera terealisasi,
seolah-olah peninjauan kembali sudah menjadi lembaga peradilan tingkat keempat.
Padahal peninjauan kembali hanyalah upaya hukum luar biasa dan semata-mata
merupakan upaya yang terbatas dan eksepsional memeriksa kembali putusan-putusan
tertentu sesuai dengan alasan-alasan yang terinci dalam pasal 67 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Apabila diamati betapa rumit tata cara penyelesaian perkara melalui jalur
peradilan. Penyelesaian sengketa yang diharapkan segera dapat diselesaikan, malahan
sulit untuk mengetahui kapan penyelesaian perkara dapat tuntas dan berakhir.
Penyelesaian ditingkat pengadilan negeri saja, bisa menghabiskan waktu bertahun-
tahun. Setelah pengadilan negeri memutuskan sengketa kemudian penyelesaian akan
menjadi mentah lagi, karena pihak lawan mengajukan banding, yang mungkin masih
diteruskan lagi dalam tingkat kasasi. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama
sampai putusan mendapat kekuatan hukum tetap. Selain itu pihak tereksekusi masih
dapat melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali dengan ada atau tidaknya
bukti-bukti baru, sesuai dengan hak yang diberikan pasal 66 Undang-undang No. §
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali belum
merupakan penyelesaian akhir dari suatu permasalahan. Kemungkinan besar masih
akan ada gugatan derden verzet (perlawanan pihak ketiga). Pihak tersebut bermaksud
menggagalkan hasil keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan sangat banyak derden verzet

yang berisi pemalsuan sebagai kegiatan persengkongkolan antara pihak yang kalah
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dengan pihak ketiga. Tujuannya untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan
pemenuhan putusan melalui eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih
mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikan judul:
“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN
(EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda”.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini membatasi pembahasan mengenai prosedur mengajukan
permohonan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan, serta pertimbangan

hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan
beberapa permasalahan sebagai berikut: >
1. bagaimana prosedur mengajukan permohonan penetapan putusan perkara

perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda ?

o

apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara

perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda?

(8]
.

apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan
permohonan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/
PN.Sda?
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1.4 Tujuan Penulisan
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang
bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember.

2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum
yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan
praktek yang terjadi dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prosedur pengajuan permohonan
penetapan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/
PN.Sda

2. untuk mengai;alisa apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.GG/ 1982/ PN.Sda

3. untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan

perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda

1.5 Metode Penulisan

Metodologi sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat
ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan
dengan benar dan optimal, serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal.

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum. maupun doktrin-doktrin hukum

guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35).
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Berdasarkan
pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan
skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
(Marzuki, 2005: 93).

Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk
mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan
undang-undang lainnya atau antara satu undang-undang dengan kejadian yang akan
dibahas. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, baik isu itu telah mempunyai
kekuatan hukum tetap maupun yang belum diputus oleh pengadilan
(Marzuki,2005:95).

Keutamaan dalam pendekatan ini adalah selain penulis dapat melakukan
pendekatan dengan melihat pada Ratio Decidendi (alasan-alasan hukum yang
digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya), akan tetapi penulis juga dapat
melakukan penelusuran dalam hal undang-undang tidak atau belum mengaturnya

(Marzuki, 2005: 94 dan 124).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa
yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian

dapat dibagi menjadi :

—_____J
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A

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auforitatif,
artinyga mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141).
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Marzuki, 2005: 141).
3. Bahan-bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain
yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab isu yang dihadapi. Bahan-bahan
non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan,

seminar, ceramah dan kuliah (Marzuki, 2005: 164).

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur,
yaitu dengan cara mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis peraturan
perundang-undangan,  yurisprudensi, makalah dan  majalah-majalah  yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan
terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari
prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum
tersebut diolah secara kualitatif, yakni mengolah bahan-bahan hukum yang
menggunakan metode non-statistik (Marzuki, 2005: 41 - 42).
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Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah meﬁgidentiﬁkasi
fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum
yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya
dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; melakukan telaah
atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan (Marzuki, 2005: 171).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Qg% WLIK UPT PERPUSTAKALH

UNIVERSITAS JEMRBER

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Gambaran fakta tentang kendala Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata
Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda adalah sebagai berikut :

Ny. MOCHID, bertindak untuk diri pribadi serta mewakili dari pada anak-
anaknya yang belum dewasa yaitu:

1. TJIOE WIDIGDO:;
RATNO HARTO:;
SUBEKTI WIBOWO:
TEJO OETOMO:; dan
ARIS MUKIYONO.

E\J

NG

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Jasem III/142 A, Kecamatan Sidoarjo dan
Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan :
1. MURSIDI, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I

(NS ]

SUMARTO, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten

Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT 1I:

3. Ny. AMINAH, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT
1.

Bahwa pada tahun 1959, Pak Bakar meninggal dunia dengan meninggalkan
seorang istri bernama Ny. Aminah (Tergugat IIT) dan scorang anak laki-laki bernama
Mochid (suami Penggugat) serta barang warisan berupa tanah pekarangan persil
No.81 petok D No. 526 yang luasnya 0,114 Ha. Berdasarkan kesepakatan bersama
tanah warisan tersebut dibagi dua, dimana Tergugat III mendapat 1/3 bagian sebelah
barat dan Mochid mendapat 2/3 bagian sebelah timur yang kemudian diberi batas-
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batas dengan bambu. Tidak berapa lama Tergugat IIl menjual bagiannya kepada
Koperasi Kecamatan Sedati dan pindah ke Kalimantan, sedangkan bagian suami
Penggugat tetap tidak dijual dan disewakan kepada seorang polisi bernama Pak
Kidjo.

Setelah suami Penggugat meninggal dunia pada waktu peristiwa G 30 S / PKI,
Tergugat III datang ke Jawa karena telah disurati oleh Pak Lurah dan Pak Carik
(Tergugat 11 saat itu menjadi Carik) dengan mengatakan bahwa Tergugat IIT masih
mempunyai warisan di desa dimana tanah sengketa berada. Kemudian Ter- gugat II
yang saat itu menjadi Carik memaksa Tergugat 11l dan Penggugat untuk datang ke
Kecamatan dan menandatangani berkas jual beli tanah sengketa tersebut, tetapi
Penggugat tidak mau menandatanganinya dikarenakan anak-anaknya masih kecil dan
itu untuk anak-anak suami Penggugat dikemudian hari. Sejak itulah setiap hari
Penggugat selalu ditakuti terus-menerus dan diancam akan dibunuh. Karena takut
akhimya Penggugat lari pulang kerumah saudaranya di Magelang dan rumah
sengketa didiami sementara oleh paman Penggugat dan sebagian disewakan kepada
orang lain yaitu Pak Wardojo. Selanjutnya secara tiba-tiba saja tanah sengketa
tersebut sudah dihaki oleh Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas. Penggugat mohon kepada Pengadilan
Negeri Sidoarjo supaya meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya
menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai
berikut :

PRIMAIR:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. menyatakan syah dan berharga atas Conservatoir Beslag yang telah dilakukan
oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap barang-barang tersebut diatas:
menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahliwaris dari
almarhum Mochid dan Pak Bakar;

(P8
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menyatakan syah pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Bakar
yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan janda almarhum Pak Bakar
bernama Aminah;

menyatakan bahwa batal jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat I
sebagai pembeli dan Tergugat I1I sebagai penjual;

memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat Il atau kepada siapa saja yang
mendapat hak dari para tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut
dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kapada Penggugat sebagai
ahli waris dari Mochid anak almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan
bantuan Polisi;

menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak bagian

mercka masing-masing.

SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25

Pebruari 1983 dengan Nomor: 11/ 1982/ Pdt.G/ PN.Sda. sebagai berikut :

E
2.

wn

menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan;

menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasar Penetapan No. 11/ Pdt.G/ 1982.
tertanggal 15 Pebruari 1983 adalah syah dan berharga;

menyatakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera dalam
gugatannya adalah ahliwaris dari almarhum MOCHID:

menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar
vang telah dilaksanakan antara Tergugat Il dengan almarhum Mochid adalah
syah;

menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para
Tergugat I selaku Pembeli dan Tergugat II selaku Penjual, adalah tidak syah dan
batal demi hukum:;

menyatakan bahwa sertifikat tanah No. 380/ 1966 yang telah sempat timbul
akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11

7. memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat Il atau siapapun yang telah
memperoleh hak daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa sengketa
dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya
selaku ahliwaris dari almarhum MOCHID;

8. menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Mei
1994 dengan Nomor : 205/ PDT/ 1994/ PT.SBY, adalah sebagai berikut :

1. menerima permohonan banding dari Tergugat | MURSIDI/ Pembanding tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983,
Nomor : 11/ Pdt.G/1982/ PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;

3. menghukum Tergugat | MURSIDI/ Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1999
No. 120 K/ Pdt/ 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
berikut :

1. menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MURSIDI tersebut;

2. menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI mengenai
Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 24 Desember 2002 No. 625 PK/ PDT.G/
2001 yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

1. menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

MURSIDI tersebut;

o

menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
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Menimbang, bahwa amar putusan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri

Sidoarjo tanggal 1 Desember 2001 No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda yang berkekuatan

hukum tetap adalah sebagai berikut :

)
2

2.2

mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi;

memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau jika
berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang
saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan
Penyerahan terhadap tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81
petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,

seluas 755 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan PUD;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah/Rumah Choiri.

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement
Buitengewesten)

Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg

- “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”.

Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg
“la tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak

digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat™.

Pasal 184 HIR Penjelasan

“Menurut pasal ini maka surat keputusan hakim itu harus berisi:
1. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan;
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jawaban tergugat atau gugatan itu;

alasan-alasan keputusan;

keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;

keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu

keputusan itu dijatuhkan;

6. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini, harus
disebutkan;

7. tanda tangan hakim dan panitera™.

il S

Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) RBg

“Keputusan yang bukan merupakan keputusan akhir walaupun harus diucapkan
dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam
berita acara persidangan”

. Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg

“Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat
pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan
pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara
itu”.

Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenubhi isi keputusan
itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik
dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua
menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia
memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang
selama-lamanya delapan hari”.

. Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 208 RBg

“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga
memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang
menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat,
supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada,
atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang
dikalahkanitu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di
dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan
keputusan itu”.
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h. Pasal 197 ayat (2) HIR dan Pasal 209 ayat (1) RBg

“Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri”.

i. Pasal 197 ayat (3) HIR dan Pasal 209 ayat (2) RBg

“Apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh hal lain
maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang untuk itu
ditunjukan oleh ketua atau permintaan kepala pemerintahan setempat, dalam hal
penunjukan tersebut ketua berwenang pula jika menurut pertimbangan perlu
untuk menghemat biaya berhubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu
dilakukan™.

j. Pasal 197 ayat (5) HIR dan Pasal 209 ayat (4) RBg

“Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya hendaklah membuat
berita acara tentang pekerjaannya dan kepada orang yang disita barangnya
diberitahukan maksudnya kalau ia hadir™.

k. Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 ayat (1) RBg

“Dalam melakukan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi yang namanya,
pekerjaannya dan kediamannya disebutkan dalam berita acara itu serta turut
menandatangani berita acara beserta salinannya”.

I. Pasal 197 ayat (7) HIR dan Pasal 210 ayat (2) RBg
“Saksi harus penduduk Indonesia, cukup berumur 21 tahun dan diketahui sebagai

orang vang dapat dipercaya dalam melakukan penyitaan itu”.

2. Kitab Undang — undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
a. Pasal 1917
“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah

lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya™.

b. Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri atas:
1. bukti tertulis;
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2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;

5. sumpah.

Undang — undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Pasal 30

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan
Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.

Pasal 66 ayat (2)
“Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan pengadilan™.

Undang — undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok — pokok Kekuasaan
Kehakiman
Pasal 4

1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA™.
2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 ayat (2)

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,
dan biaya ringan”.

Pasal 20
“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyvai kekuatan hukum apabila

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum?”.
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d. Pasal 23 ayat (1)

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tetentu yang ditentukan
dalam undang-undang™.

e. Pasal 25

1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
bersanngkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.

2) Tiap-tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, Hakim
Anggota yang memutus dan Panitera yang ikut bersidang.

3) Penetapan-penetapan, iktisar-iktisar rapat permusyawaratan dan berita acara
pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkara Perdata

Manusia hidup bermasyarakat saling berhubungan antara satu dengan lainnya
dapat dimungkinkan .timbulnya suatu permasalahan, sehingga permasalahan yang
timbul antara individu yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pemenuhan hak
dan pelaksanaan kewajiban disebut sebagai masalah perdata atau lebih dikenal
dengan perkara perdata. Karena itulah apabila didalam masyarakat terdapat
perselisthan mengenai hak perdatanya, maka perkaranya dapat diajukan ke
Pengadilan untuk memulihkan hak-hak atau kepentingan keperdataannya dengan
jalan membuat surat gugatan, kemudian mengajukan surat gugatannya tersebut ke
Pengadilan Negeri setempat.

Menurut Kamus Hukum pengertian Perkara Perdata (Civiele Zaak) adalah
segala jenis persengketaan (yang diadukan ke Pengadilan Negeri) terhadap perkara
atau hal-hal seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum
Dagang. dan Undang-undang Kepailitan.

Perlu dibedakan antara perkara dengan sengketa. Pengertian perkara lebih luas

dari pada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara
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belum tentu sengketa. Pada dasarnya pengertian perkara perdata dibedakan menjadi 2
macam, yaitu perkara perdata yang mengandung sengketa yang disebut gugatan dan
perkara perdata yang tidak mengandung  sengketa disebut permohonan
(Mertokusumo, 1982: 4)

Perkara perdata yang tidak mengandung sengketa atau disebut juga Jurisdictio
Voluntaria (Perkara Voluntair) atau “Peradilan yang tidak sesungguhnya” adalah
peradilan perdata yang menyelesaikan perkara yang sifatnya permohonan dan
didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, sehingga produk
peradilannya adalah penetapan. Misalnya permohonan pengangkatan anak,
permohonan menjadi wali, permohonan agar ditetapkan menjadi ahli waris yang sah,
dan sebagainya.

Sedangkan perkara perdata yang mengandung sengketa atau Jurisdictio
Contentiosa (Perkara Kontentius) atau “peradilan yang sesungguhnya™ adalah perkara
gugatan atau permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-
pihak. Suatu perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada
penggugat yang berlawanan. Karena peradilan yang sesungguhnya, maka produk
peradilannya adalah putusan.

Perbedaan antara Jurisdictio Contentiosa dan Jurisdictio Voluntaria dari
beberapa segi adalah sebagai berikut:

1. Pihak vang berperkara
Dalam jurisdictio contentiosa selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan

dalam jurisdictio voluntaria hanya ada satu pihak yang berkentingan.

[ ]

Aktivitas Hakim yang memeriksa perkara

Dalam jurisdictio contentiosa aktivitas Hakim terbatas pada apa yang
dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam jurisdictio
voluntair aktivitas hakim bercorak administrasi yang bersifat mengatur.

Kebebasaan Hakim

s

Dalam jurisdictio contentiosa Hakim hanya mempertahankan dan menerapkan

apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada dibawah pengaruh atau
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tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum
positif. Dalam jurisdictio voluntaria Hakim selalu memiliki kebebasan
menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan Hakim
Dalam jurisdictio contentiosa putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan
mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar
sebagai saksi. Dalam jurisdictio voluntaria Hakim mempunyai kekuatan

mengikat terhadap semua orang. (Mertokusumo, 1982: 5)

2.3.2  Pengertian Putusan dan Macam-macam Putusan
2.3.2.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-
nantikan oleh pihak-pihak vang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan
sebaik-baiknya. Pihak Penggugat menginginkan suatu putusan dalam hal
permohonannya dapat dikabulkan sesuai dengan yang diinginkannya, sedangkan
pil:lak Tergugat berharap putusan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Hakim.
Seorang Hakim diharapkan dapat bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa
yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara yang sedang ditanganinya. Di
dalam ketentuan pasal 184 HIR, pasal 195 RBg. pasal 25 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 tidak ditentukan mengenai pengertian atau batasan terhadap
“putusan hakim”, karena dalam ketentuan tersebut hanya menentukan hal-hal yang
harus ada dan dimuat oleh “putusan hakim™.

Pengertian “putusan hakim atau pengadilan™ adalah suatu pernyataan yang
oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan
dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan.
melainkan juga pernyataan vang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

diucapkan oleh hakim dipersidangan (Mertokusumo.1982:167) Putusan pengadilan
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adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani, 1998:83).

Apabila ditinjau dari visi praktik dan teoritis, putusan hakim adalah putusan
yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata
yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata
pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau
mengakhiri suatu perkara (Mulyadi,1999: 205). Sedangkan menurut Rubini dan
Chaidir Ali, merumuskan bahwa: “Keputusan hakim merupakan suatu akta penutup
dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut
kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula
akibat-akibatnya” (dalam Mulyadi, 1999: 204).

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut maka pada hakekatnya *“putusan
hakim™ merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk
umum.
Dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya kewenangan dari
peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa dan menutup
perkara. Secara eksplisit merupakan tugas mengadili (Reditsprekende Functie)
perkara. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang

No. 4 Tahun 2004).

[

Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata
pada umumnya.

Pengertian “proses” menangani perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian,
pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian,
kesimpulan musyawarah hakim dan putusan. Pengertian aspek “prosedural™ yaitu
kelengkapan admnistratif berperkara yaitu mulai tahap memasukkan surat

gugatan, membayar panjar (verschoot) perkara, pendaftaran surat gugatan,
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didaftarkan surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan dan sampai
penetapan majelis hakim.
Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.
Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat
diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum
banding atau kasasi.
Putusan hakim bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.
Dengan demikian putusan hakim merupakan sebuah “mahkota”, “puncak™ dan
“akte penutup” dari proses perkara perdata. Ketentuan di dalam putusan perkara
perdata pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg) yang
bunyinya antara lain sebagai berikut, “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan
dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
mengabulkan lebih dari pada yang dituntut™ (Mulyadi,1999: 210)

Ada 3 macam kekuatan yang terdapat dalam suatu putusan hakim, yaitu :
kekuatan mengikat (bidende kracht)
kekuatan pembuktian (bewijzende kracht)
kekuatan executorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (executorial kracht),
(Supomo.1969: 107).

Selanjutnya putusan dikatakan mempunyai kekuatan mengikat kedua belah

pithak. Suatu putusan mempunyai kekuatan pembuktian karena dituangkan dalam

suatu akta sebagai akta otentik atau dokumen, sehingga tidak hanya mempunyai

kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara saja. tetapi juga

terhadap pihak ketiga dan suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan executorial,

karena keputusan itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang

dikatakan dalam putusan. Putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa dengan

bantuan kekuatan hukum atau alat-alat negara terhadap mereka vang tidak

mentaatinya secara suka rela.
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Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
a. Kepala Putusan
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan
yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini
sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Bila tidak
demikian putusan akan batal dengan sendirinya demi hukum, karena kepala
putusan ini memberikan kekuatan executorial pada putusan.
b. Identitas Para Pihak
¢. Pertimbangan (considerans)
1. pertimbangan tentang perkaranya atau peristiwanya, merupakan urusan para
pihak yang harus mengemukakannya.
2. pertimbangan tentang hukumnya. Hal ini menjadi urusan hakim.
d. Amar
Merupakan jawaban terhadap petitum, ada 2 (dua), yaitu:
. Deklaratif, ialah penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi
sengketa.
2. Diktum atau Dispositif, yaitu yang memberi hukum atau hukumnya yang
mengabulkan atau menolak gugatan. (Mertokusumo, 1982:1820)
Menurut Soesilo dalam penjelasan pasal 184 HIR, surat keputusan hakim itu

harus berisi:

1. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan:

2. jawaban tergugat atau gugatan itu;

3. alasan-alasan keputusan;

4. Kkeputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;

5. keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan

itu dijatuhkan;

6. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini, harus
disebutkan;

7. tanda tangan hakim dan panitera.
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Dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dikatakan:

1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar
putusan itu, juga harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan
yang bersangkutan atas sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili.

2) tiap-tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim anggota
yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.

3) penetapan-penetapan, iktisar-iktisar rapat permusyawaratan dan berita acara
pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2.3.2.2 Macam-Macam Putusan

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 196 ayat (1) RBg maka
putusan hakim dibedakan jenisnya menjadi 2 (dua) macam yaitu :
1. Putusan Sela (Tussen Vonnis)

Fungsinya adalah untuk mempelancar adanya pemeriksaan perkara. Putusan
sela harus diucapkan di dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah, tetapi
ditulis dalam berita acara persidangan. Pada pokoknya putusan sela dapat berupa :

I. Putusan Preparator (Preparatoir Vonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan oleh
hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara, misal: putusan

yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak

dapat diterima.

(S

Putusan Interlokutor (/nterlocutoir Vonnis), yaitu putusan sela yang dijatuhkan
oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi
pokok perkara, misalnya: putusan vang berisi perintah untuk mendengar
keterangan ahli.

Putusan Provisionil (Provisionil Vonnis), yaitu putusan (karena adanya hubungan

LI

dengan pokok perkara) yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi
kepentingan salah satu pihak berperkara, misal: dalam perkara perceraian yang
sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, istri mohon ijin kepada hakim untuk
meninggalkan rumah suaminya dan hakim dalam putusan provisional dapat

menunjuk rumah tempat itu harus tinggal.
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Putusan Insidentil (/ncidentele Vonnis), yaitu penjatuhan putusan hakim yang
berhubungan adanya “insiden”,yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang
menunda jalannya perkara, misal: pada waktu sidang berlangsung, salah satu
pihak mohon agar saksinya didengar dalam persidangan. (Mulyadi,1999:167)
Putusan Akhir (Eind Vonnis)
Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim schubungan dengan pokok perkara

dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir dalam suatu

perkara dapat berupa :

1.

b

Niet onvankelijk verklaart berarti tidak dapat diterima, maksudnya putusan
pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Tidak berwenang mengadili. Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut
maupun kompetensi relatif.

Gugatan dikabulkan. Apabilaa gugatan tersebut terbukti kebenarannya maka
gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

Gugatan ditolak. Apabila gugatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan
pengadilan baik sebagian atau seluruhnya. (Mulyadi, 1999:170)

Berdasarkan sifatnya suatu putusan yang mengakhiri suatu proses perkara

perdata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1.

o

Putusan Deklaratoir (Declaratoir Vonnis). yaitu putusan yang hanya menegaskan
suatu keadaan hukum semata. Misal: tentang hak milik suatu benda. tentang A
dan B adalah ahli waris dari almarhum X.

Putusan Konstitutif (Constitutive Vonnis), yaitu putusan yang meniadakan suatu
keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misal:
tentang putusnya suatu perkawinan, tentang pernyataan jatuh pailit.

Putusan  Kondemnatoir  (Condemnatoir Vonnis), yaitu putusan hakim
yangmenetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertaj dengan
penetapan hukum terhadap salah satu pihak. Misal: menghukum tergugat untuk
membayar sejumlah uang kepada penggugat. (Soesilo, dalam penjelasan HIR,
1995: 137)
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Pada umumnya suatu putusan hakim memuat beberapa macam keputusan,
dengan kata lain merupakan penggabungan dari putusan deklaratoir, putusan
konstitutif, atau antara putusan deklaratoir dan kondemnatoir, dan sebagainya.

2.3.3 Pengertian Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Tahap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) merupakan proses terakhir dari
penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Dengan dilaksanakan tahap
eksekusi diharapkan orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar orang
lain dapat memperoleh kembali hak mereka.

[stilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari eksekusi di dalam bahasa
Indonesia ialah pelaksanaan putusan. (Subekti, 1989:128; Sutantio, 1985:111) Dari
pendapat tersebut kiranya cukup dijadikan sebagai perbandingan. bahkan hampir
semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan™ putusan sebagai kata ganti
eksekusi (executie). Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian
Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBg disini eksekusi memiliki
pengertian sama dengan pengertian “menjalankan putusan™ (tenvitvoer legging van
vonnissen). Menjalankan putusan pengadilan dalam pengertian lain yaitu
melaksanakan isi putusan pengadilan.Eksekusi sebagai tindakan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, oleh karena
itu eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan
proses hukum secara perdata. (Harahap, 2005: 1)

FEksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa
terhitung : : .

1. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap:
2. pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Asas-asas yang terkandung dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah
sebagai berikut :

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial

(executoriale kracht). Artinya, tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat
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dieksekusi (executable). Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang
belum dapat dijalankan, karena hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat “dijalankan”.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang dapat dieksekusi pada asasnya ialah:

1. putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata);

2. karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung
wujud hubungan hukum yang tetap (fixed) dan pasti antara pihak yang
berperkara;

3. disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan
pasti, maka hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan mesti dipenuhi oleh
pihak yang dihukum (pihak tergugat);

4. cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

a. dapat dilakukan atau dijalani secara sukarela oleh pihak tergugat;

b. bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang
ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan
bantuan kekuatan umum.

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum
berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum
tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Ada dua cara menjalankan isi putusan :
a. dengan jalan sukarela;

b. dengan jalan eksekusi.

Menjalankan putusan dengan sukarela, pihak yang kalah (tergugat) dengan
sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan, dan berarti ini
putusan telah selesai dijalankan. Apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan
menjalankan putusan secara sukarela, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum
berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

3. Putusan vang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir
Pada prinsipnya suatu putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang

bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung
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unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur
penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “non eksekutorial”. Hal ini sesuai dengan
asas bahwa pada setiap putusan yang bersifat condemnatoir dengan sendirinya
melekat kekuatan hukum eksekutorial.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan
bersifat condemnatoir bahwa dalam amar atau dictum keputusan terdapat perintah
yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :

1. menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;

2. menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
3. menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan atau keadaan;
4. menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran™ sejumlah uang.

Jika salah satu ciri tersebut terdapat amar putusan, maka menandakan putusan
itu bersifat condemnatoir. (Harahap, 2005:16)

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang
dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur
dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg. Untuk menjaga tegaknya
kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan
putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan
menurut pasal tersebut didasarkan atas faktor:

1. di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
2. di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama.

Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi, bertujuan
menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri. Masing-masing pengadilan
sudah tahu diri batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau.

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal
206 avat (1) RBg. menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya
diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan
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eksekusi. Meskipun yang hendak dieksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung wewenang menjalankan putusan tersebut tetap berada pada
Pengadilan Negeri yang pertama menjatuhkan putusan. Prinsip tersebut dimaksudkan
untuk sentralisasi eksekusi yang hanya dibebankan kepada Pengadilan Negeri.
Pemusatan wewenang eksekusi ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling intervensi
atau adu kekuasaan di antara instansi peradilan.

Instansi peradilan pada tingkat banding atau kasasi hanya bertindak
mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi jika terdapat penyimpangan pada saat
menjalankan eksekusi. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dilarang
memberikan petunjuk dan arah bagi pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Negeri
dalam eksekusi, baik diminta atau tidak. Jadi sepanjang tidak terjadi penyimpangan,
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang
dilakukan Pengadilan Negeri.

Menurut pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBg Ketua Pengadilan Negeri
diberi wewenang formal secara ex officio untuk memerintahkan dan memimpin
cksekusi. “Kewenangan menjalankan eksekusi secara singkat dapat diterangkan
sebagai berikut:

I. ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;

2. kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada ketua
pengadilan negeri adalah secara ex officio;

3. perintah eksekusi dikeluarkan ketua pengadilan negeri berbentuk “surat
penetapan’;

4. yang diperintahkan menjalankan cksekusi adalah panitera atau juru sita

pengadilan negeri.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Putusan
Perkara Perdata Nomor 11/ Pdt.GG/ 1982/ PN.Sda

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
di antara anggota masyarakat. Pemeriksaan perkara perdata biasanya diakhiri dengan
penjatuhan putusan. dan putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan,
karena suatu putusan tidak ada artinya jika tidak dapat dijalankan. Agar suatu putusan *
dapat dijalankan kepada pihak yang kalah, maka pada kepala putusan diawali dengan
kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang artinya
bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial dan harus dijalankan
oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Apabila pihak yang kalah
tersebut secara sukarela mau melaksanakan putussan, maka selesailah perkaranya
tanpa memerlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan. Namun Jjika pihak
yang kalah tidak mau melaksanakan putusan maka diperlukan bantuan pengadilan
untuk melaksanakannya secara paksa. Pihak yang menang perkara dapat meminta
kepada Pengadilan Negeri agar putusan dilaksanakan secara paksa, dan bila perlu
dapat meminta pertolongan dari aparat kepolisian. Supaya putusan itu dapat
dijalankan, terlebih dahulu haruslah diajukan permohonan cksekusi. Tanpa ada
permohonan jangan harap pihak pengadilan akan ada tindakan kearah itu.

Prosedur cksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan
dengan asas yang diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg
yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah atas perintah dan
di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat

pertama (op last en onder leiding van den voorzitter van den lanraad).

28
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Pengajuan permohonan eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi
(pihak yang menang) atau kuasanya. Apabila pihak yang menang dalam suatu perkara
yang akan mengajukan permohonan eksekusi meninggal dunia, maka kedudukannya
dapat diambil alih oleh ahli warisnya. Adapun dapat tidaknya kedudukan ahli waris
untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan jalan mengajukan permohonan
penetapan menjadi ahli waris terlebih dahulu ke Pengadilan dimana ia bertempat
tinggal. Permohonan ini (pemohon eksekusi) dapat diwakilkan kepada kuasa
hukumnya dan atau orang lain yang dianggap cakap oleh pemohon serta mendapat
surat kuasa khusus dari kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk permohonan
pelaksanaan eksekusi. Kuasa yang tidak memegang “surat kuasa khusus”, tidak
berhak mengajukan permohonan eksekusi, karena pengajuan permohonan eksekusi
masih tetap merupakan rangkaian proses penyelesaiaan perkara dan tidak mungkin
seorang kuasa bertindak tanpa surat kuasa khusus. (Harahap, 2005:32)

Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur dalam pasal 196 HIR atau pasal
207 RBg dapat berupa lisan ataupun tertulis (surat). Dari ketentuan pasal dimaksud,
secara formal permohonan eksekusi secara lisan sudah sah dan memenuhi syarat.
Tidak ada alasan Ketua Pengadilan Negeri menolak pengajuan eksekusi secara lisan,
karena penolakan tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan
biaya murah yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004. Sedangkan apabila diajukan dalam bentuk tertulis (surat) harus memuat antara
lain :

a. tanggal dan nomor putusan Pengadilan Negeri yang aka_n dimohonkan eksekusi
atau tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung
RI apabila putusan tersebut sampai pada tingkat banding atau kasasi;

b. melampirkan foto copy yang merupakan turunan resmi dari putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

¢. pemohon eksekusi diharuskan membayar biaya-biaya perkara di kepaniteraan

sehubungan dengan permohonan eksekusi, dimana setiap Pengadilan besarnya
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berbeda tergantung kepada situasi serta kondisi tempatnya serta jauh dekatnya
lokasi tempat sengketa yang akan dieksekusi.

Dalam perkara perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda, Penggugat telah
mengajukan secara tertulis permohonan eksekusi pertama kepada Ketua Pengadilan
Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Januari 2001 dan permohonan cksekusi kedua pada
tanggal 26 Juli 2001, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo
melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap tanah pekarangan
yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa Betro,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M?. Menurut wawancara yang
penulis lakukan dengan salah seorang anak Penggugat, permohonan tersebut diajukan
oleh Penggugat sendiri, dengan alasan saat itu Penggugat belum mempunyai kuasa
hukum dan hanya dibantu oleh salah seorang Panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo
untuk mengurusi syarat-syarat permohonan eksekusi. Penulis berpendapat
permohonan tersebut tetap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
persyaratan pengajuan permohonan eksekusi telah dipenuhi semua oleh Penggugat,
meskipun dibantu oleh pihak Penitera pengadilan. Schingga tidak ada alasan pihak
pengdilan untuk menolak permohonan eksekusi tersebut.

Setelah permohonan eksekusi masuk dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan
melunasi biaya perkara eksekusi, selanjutnya Pengadilan Negeri yang bersangkutan
melakukan beberapa tindakan, sebagai berikut:

a. Peringatan (Aanmaning)

Peringatan atau aanmaning (warning) merupakan salah satu syarat pokok
eksekusi. Tanpa peringatan lebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Peringatan
atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu
dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan memperoleh kekuatan hukum
vang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada
tergugat. tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Peringatan
hanya diperlukan dan dipergunakan apabila tergugat enggan menjalankan putusan

secara sukarela. Menurut pasal 196 HIR dan pasal 207 RBg, cara peringatan
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dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah terlebih dahulu ada “permintaan
eksekusi™ dari penggugat (pihak yang menang), selama belum ada permintaan, proses
peringatan tidak dapat dilakukan.

Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tanggal waktu peringatan
dilampaui. Mengenai tenggang waktu peringatan, pasal 196 HIR atau pasal 207 RBg
menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan
Ketua Pengadilan Negeri paling lama 8 (delapan) hari atau boleh kurang delapan hari.
tergantung penilaian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri. Maksud pemberian
batas masa peringatan adalah sebagai berikut :

I. dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk
menjalankan putusan secara sukarela;

2. apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui, tergugat tetap tidak
mau menjalankan putusan, sejak itu putusan dapat dicksekusi dengan paksa.

Menurut Tresna (1993:142) dalam bukunya Komentar HIR pasal 196
menyatakan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi putusan itu
dengan baik. Maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan, baik
dengan lisan, baik dengan surat, supaya keputusan itu dijalankan, yaitu kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Maka
Ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta menasehati,
supaya ia mencukupi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua,
selama-lamanya delapan hari”.

Agar tindakan peringatan vang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri memenuhi
tata cara formal yang bernilai autentik. peringatan harus dilakukan dalam
pemeriksaan sidang “insidentil” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri,
panitera, dan pihak tergugat. dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan
cksekusi dari pihak penggugat dan agar tergugat menjalankan putusan dalam waktu
yang ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian

peringatan dicatat dalam berita acara. sebagai bukti autentik sidang peringatan. Berita
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acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan
keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

Dalam perkara perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda, setelah menerima
pengajuan permohonan eksekusi tersebut, pengadilan pada eksekusi pertama tanggal
14 Pebruari 2001 dan eksekusi kedua tanggal 21 Agustus 2001 berdasarkan surat
penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan risalah panggilan kepada
para Tergugat guna diberikan teguran (aanmaning) agar dalam waktu selama-
lamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran segera melaksanakan putusan
tersebut. Tetapi Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas
teguran tersebut dan mohon eksekusi ditangguhkan karena telah mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru.
Sehingga Tergugat mohon agar eksekusi atas putusan tersebut ditangguhkan sampai
putusan Peninjauan Kembali diputus dari Mahkamah Agung.

b. Penetapan (Surat Perintah Eksekusi)

Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran surat penetapan. Jika
pihak tergugat (pihakyang kalah) tidak memenuhi panggilan secara patut atau tidak
memenuhi peringatan yang dimaksud maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
surat yang berisi perintah menjalankan eksekusi. Perintah itu ditujukan kepada
panitera atau juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan.

Surat perintah atau surat penetapan eksekusi ini menjamin autentikasi perintah
menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat
perintah maupun"terhadap pihak yang kalah (tergugat.tereksekusi). Tanpa surat
penetapan, pihak yang kalah dapat menolak eksekusi yang dilakukan panitera atau
juru sita. Bahkan tindakan itu dianggap tindakan liar. Disamping berisi perintah
menjalankan eksekusi, surat penetapan itu sendiri berisi “penunjukan”™ nama pejabat
vang diperintahkan. Jika yang ditunjuk panitera, harus disebut jabatan dan namanya
dalam surat penetapan. Demikian juga. jika vang ditunjuk menjalankan eksekusi juru
sita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Selain itu berdasarkan

ketentuan pasal 197 ayat (3) HIR dan pasal 209 ayat (2) RBg secara umum ditentukan
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persyaratan bagi pejabat yang ditunjuk menjalankan perintah eksekusi dan syarat
yang dimaksud yakni cakap dan jujur.

Meskipun Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan
eksekusi karena telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tetapi eksekusi
tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, “Permohonan
Peninjauvan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
pengadilan (eksekusi)”. Sehingga dengan pertimbangan hukum itulah maka pada
tanggal 22 April 2001 dan tanggal 1 Oktober 2001 Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
mengeluarkan Surat Penetapan menjalankan perintah eksekusi kepada Panitera atau
Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada tanggal 22 Mei 2001 dan 1 Nopember
2001 pengosongan dan peneyerahan atas obyek berupa tanah pekarangan yang
menjadi sengketa dilaksankan dengan dibantu oleh aparat kepolisian untuk menjaga
agar eksekusi tersebut berjalan dengan lancar.
¢. Berita Acara Eksekusi

Dalam pasal 197 ayat (5) HIR dan pasal 209 ayat (9) RBg, diperintahkan
secara tegas bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi diharuskan membuat berita
acara cksekusi. Tidak hanya peristiwa menjalankan eksekusi yang mesti tercatat
dalam berita acara, saksi yang membantu eksekusi pun harus tercantum dalam berita
acara. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (6) HIR dan pasal 210 (1) RBg, yang
mensyaratkan bahwa pejabat vang .mt:njalankan eksekusi mesti dibantu oleh dua
orang dan kedudukan kedua orang pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi
sekaligus menjadi saksi eksekusi. Eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh
sckurang-kurangnya dua orang dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat
formal cara menjalankan eksekusi yang digariskan pasal 197 ayat (6) HIR dan pasal
210 RBg. Sedangkan menurut pasal 197 ayat (7) HIR dan pasal 210 ayat (2) RBg,
vang dapat menjadi saksi atau pembantu dalam eksekusi adalah mereka vang telah

berumur 21 tahun dan penduduk Indonesia.
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Setelah eksekusi dijalankan maka dilakukan penandatangan berita acara
eksekusi. Tanpa ditandatangani, maka berita acara eksekusi tidak mempunyai
kekuatan otentik. Sedangkan pihak yang menandatangani berita acara adalah pejabat
yang melaksanakan eksekusi dan saksi-saksi, yang namanya tercantum dalam berita
acara. Kepala desa dan tereksekusi juga ikut menandatangani berita acara meskipun
hal tersebut bukan syarat formil, hal ini dimaksudkan untuk menghindari tuduhan-
tuduhan atau gugatan yang diajukan oleh pihak tereksekusi di kemudian hari.

Tetapi dalam kasus diatas, saat penulis mempertanyakan tentang keberadaan
berita acara setelah kedua eksekusi dilaksanakan, salah seorang anak dari Penggugat
mengatakan bahwa lampiran berita acara tersebut tidak ada. dalam artian pihak
Pengadilan tidak memberikan salinan berita acara tersebut kepada Penggugat. Anak
dari Penggugat (Bapak Aris Mukiyono) tersebut mengatakan bahwa pihak pengadilan
berpendapat bahwa kedua eksekusi tersebut telah gagal pelaksanaannya, sehingga
tidak diperlukan adanya berita acara. Penggugat dan anak-anaknya atas ketidak
tauannya tentang masalah ini tidak menanyakan lebih lanjut tentang berita acara
eksekusi tersebut. Atas pernyataan yang diberikan oleh anak Penggugat, penulis
menyatakan tidak setuju dengan alasan yang diberikan pihak pengadilan, karena
berhasil atau gagal pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, pihak pengadilan dalam
hal ini panitera atau juru sita yang ditunjuk wajib membuat berita acara eksekusi.
dimana didalam berita acara tersebut dicantumkan alasan keberhasilan atau kegagalan
cksekusi dilapangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (5) HIR dan
pasal 209 ayat (4)RBg yang menyatakan bahwa diperintahkan secara tegas pejabat
yang menjalankan eksekusi “membuat™ berita acara eksekusi, karena keabsahan
formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Selain itu Berita Acara
Eksekusi juga merupakan salah satu alat bukti tertulis seperti yang terdapat dalam

pasal 1866 KUH Perdata.
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3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penetapan Pelaksanaan
Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda.

Suatu putusan dalam perkara perdata baru dapat dikatakan bermanfaat
bilamana putusan itu telah benar-benar dilaksanakan. Sering kali dalam praktek
terjadi bahwa walaupun penggugat telah dinyatakan menang, akan tetapi putusan
perkaranya tidak dapat segera dilaksanakan atau tertunda karena adanya kendala atau
hambatan. Faktor penghambat tersebut benar-benar menjadi penghalang utama
tercapainya penyelesaian eksekusi yang cepat dan tuntas di dalam pelaksanaan
putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh badan peradilan negara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara perdata diajukan ke
pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian.
Penyelesaian dari perkara tersebut tidak cukup pada putusan saja, tetapi sampai pada
pelaksanaannya. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
menyebutkan bahwa, “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Hal-hal dibawah ini merupakan kendala-kendala secara umum yang bisa
menjadi sebab penghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)
adalah sebagai berikut:

a. Karena adanya perlawanan pihak tereksekusi

Tidak semua perlawanan pihak tereksekusi dianggap relevan sebagai alasan
untuk menunda ecksekusi. Perlawanan pihak tereksekusi tidak mutlak menunda
eksekusi, namun kebolehan mempergunakan alasan perlawan pihak tereksekusi hanya
dapat diterapkan secara kasuistik. Apabila secara factual terdapat alasan perlawanan
yang sangat mendasar, tentu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengadakan penundaan
eksekusi sampai putusan perlawanan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

b. Karena adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzer)
Menurut ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, diberi kemungkinan bagi pihak

ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan., sampail
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perlawanan mendapat putusan hukum yang tetap. Salah satu syarat yang harus
diperhatikan agar perlawanan dapat menunda eksekusi adalah cara pengajuan
perlawanan. Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi
sudah dijalankan harus melalui gugatan baru serta tidak ada relevansinya untuk
menunda eksekusi. Atas dasar alasan jika pihak ketiga dapat membuktikan
perlawanannya secara kasuistik eksekusi dapat ditunda.

c. Atas dasar alasan perdamaian (dading)

Mengenai perdamaian yang dimaksud dalam uraian ini adalah bentuk
perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi sebagai
berikut:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak. aenga:
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.
Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Sehingga bila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak yang
bersengketa, maka eksekusinya ditunda atau penghentiannya dengan dasar alasan
perdamaian adalah mutlak. Artinya bila pihak yang mengadakan perdamaian yang
berkenaan dengan maksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi pengadilan
harus menunda atau menghentikan eksekusi.

d. Atas alasan Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung yang berbunyi. “Permohonan Peninjauan Kembali tidak
dapat menunda atau  menghentikan  pelaksanaan putusan”.  Sechingga
menggeneralisasikan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi adalah
bertentangan dengan undang-undang, artinya tidak semua peninjauan kembali
menunda eksekusi atau menghentikannya. Sebaliknya undang-undang tidak melarang
menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali. asal
penerapan secara Kausistik dan eksepsional. Sehingga dapat dikatakan tidak mutlak

peninjauan kembali menunda atau menghentikan eksekusi.
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e. Barang obyek eksekusi masih dalam perkara lain

Misalnya seorang menggugat orang lain atas dalil hutang piutang dan
jaminannya berupa sebidang tanah. Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan lelang
eksekusi hendak dijalankan, datang perlawanan dari pihak ketiga atas alasan objek
cksekusi adalah miliknya, serta antara pihak tergugat dan pihak ketiga masih
tergantung dalam tingkat banding. Sikap Ketua Pengadilan Negeri menghadapi kasus
semacam ini tidak boleh secara apriori menunda eksekusi.
f.  Atas dasar alasan kemanusiaan

Hal ini kerap terjadi diajukan sebagai alasan penundaan eksekusi riil,
misalnya pembongkaran sekaligus pengosongan rumah pihak tereksekusi dalam
keadaan miskin. Kasus semacam ini sangat menyentuh perasaan dan rasa

kemanusiaan, karena itulah eksekusi ditunda karena alasan kemanusian.

Pada Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.GG/ 1982/ PN, bahwa Pemohon Eksekusi
(Ny. Mochid) telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Pebruari 2001 yang dituangkan dalam Penetapan
Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang anak
Pemohon Eksekusi (Bpk.Aris Mukiyono), bahwa eksekusi sudah diadakan dua kali
akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang membuat Petugas Pengadilan
Sidoarjo gagal melaksanakan eksekusi tanah warisan milik Pemohon Eksekusi yang
dikuasai oleh Para Termohon Eksekusi (Mursidi).

Kegagalan pertama eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2001,
disebabkan karena ada rumah milik orang lain yang berada didekat tanah yang
dipersengketakan ikut terkena eksekusi, sehingga menimbulkan protes dari pemilik
rumah tersebut. Akibat dari kesalahan tersebut eksekusi terpaksa ditunda
pelasanaannya. Dalam prinsip umum bahwa perlawanan pihak ketiga pada dasarnya
tidak menunda eksekusi namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6)

HIR. sebagai sumber rujukan pelaksanaan putusan memberikan kemungkinan bagi



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan,
sampai perlawanan mendapat putusan hukum yang tetap. Atas dasar alasan jika pihak
ketiga dapat membuktikan perlawanannya secara kasuistik eksckusi dapat ditunda.
Sehingga berdasarkan atas ketentuan pasal tersebut dan alasan yang dapat dibuktikan
oleh pemilik rumah yang dirugikan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan
untuk menunda eksekusi pertama hingga ada putusan selanjutnya dari Ketua
Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pada tanggal 1 November 2001 diadakan eksekusi yang kedua, tetapi seperti
halnya eksekusi pertama, eksekusi kali ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan
eksekusi tersebut karena warga setempat melakukan perlawanan terhadap petugas
Pengadilan Negeri Sidoarjo. Padahal pihak pengadilan telah meminta bantuan dari
aparat kepolisian, dimana sekitar 70 petugas gabungan Polres Sidoarjo, Polsek Sedati
dan anggota Koramil Sedati serta sejumlah intel Korem 084/Bhaskara Jaya dan
Kodem setempat telah didatangkan. Pasalnya tidak ada kejelasan ukuran tanah yang
menjadi objek eksekusi, sehingga terpaksa panitera dari Pengadilan Negeri Sidoarjo
dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa akhirnya menunda eksekusi
ini lagi. Tanah yang dipersengketakan termasuk dalam tanah pekarangan no. 81 petok
D no. 256 seluas 0.114 Ha. Hanya saja yang dipersengketakan luasnya hanya 2/3 dari
0.114 Ha atau seluas 775 m” setelah dikurangi 1/3 dari tanah milik Ny. Aminah yang
terletak disebelah barat. Akan tetapi. Petugas Pengadilan Negeri Sidoarjo salah
menentukan luas tanah dan batas-batas tanah yang dipersengketakan tersebut karena
sebelumnya tidak mengurangi 1/3 dari tanah warisan tersebut, sechingga untuk
mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)
agar tidak terjadi kesalahan.

Selain itu sebelum dikeluarkannya surat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan
Negeri Sidoarjo. Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya pada tanggal §
September 2000 mengajukan penangguhan eksekusi sampai ada putusan dari
Mahkamah Agung RI karena telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru. Tetapi hal ini tidak menyurutkan
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pelaksanaan putusan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan
pelaksanaan eksekusi.

Selain faktor penghambat eksekusi diatas, ada faktor pendukung
dikabulkannya permohonan eksekusi oleh pihak Pemohon Eksekusi, yaitu adanya
Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda yang menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Pebruari 1983, No. 11/ Pdt.G/
1982/ PN.Sda. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 17
Mei 1994. No. 205/ PDT/ 1994/ PT.Sby, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta
tanggal 4 Maret 1999, No. 120 K/ Pdv/ 1996, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI
tentang Peninjauan Kembali, No. 625 PK/ PDT/ 2001 tanggal 24 Desember 2002,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda :

- Menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan;

- Menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasarkan Penetapan No. 11/1982.Pdt.G,
bertanggal 15 Pebruari 1983 adalah sah dan berharga:

- Menyatakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera
dalam gugatannya adalah hali waris dari almarhum MOCHID:

- Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak
Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum MOCHID
adalah sah;

- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para
Tergugat 1 selaku pembeli dan Tergugat Il selaku penjual. adalah tidak sah dan
batal demi hukum:

- Menyatakan bahwa sertipikat tanah No. 380/1966 yang telah sempat timbul
akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum:

- Memerintahkan kepada Tergugat 1. Tergugat Il atau siapapun yang telah
memperoleh hak daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam
keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya

selaku ahli waris dari almarhum MOCHID:
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- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, No. 205/ PDT/ 1994/ PT. SBY :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat I MURSIDI/ Pembanding
tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983, No.
11/Pdt/.G/1982/PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I MURSIDI/ Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 20.000

(dua puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 120 K/ Pdt/ 1996 :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :MURSIDI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.IL. Tentang Peninjauan Kembali No. 625 PK/ Pdt/
2001 :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
MURSIDI tersebut:

- Menghukum Pemohon Peninjaun Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah).

Selain itu dalam pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004
menyatakan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi)”. Sehingga hal tersebutlah
yang menjadi faktor pendukung dilaksanakannya Penetapan Pelaksanaan Putusan

Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda.
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Putusan Penetapan Eksekusi No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi;

- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau
jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua)
orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan eksekusi pengosongkan
dan penyerahan terhadap :

- Tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526,
terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2,

dengan batas-batas :

Utara : Jalan PUD
Timur : Jalan Desa
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah/Rumah Choiri.

3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Mengabulkan
Permohonan  Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor:
11/ Pdt.GG/ 1982/ PN.Sda
Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan
adalah fakta atau peristiwanya dan bukan peraturan hukumnya. Peraturan hukum
hanyalah alat. sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Ada
kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan
hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim juga dituntut untuk memberikan
keputusan vang seadil-adilnya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu
perkara, tidak hanya menggunakan pertimbangan akal. Hakim harus memberikan
suatu nilai dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut kemungkinan yang ada.
Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-
tepatnya Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk

perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya terjadi akan
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diketahui Hakim dari pembuktian, jadi harus di buktikan dahulu tentang peristiwa

hukumnya baru kemudian sampai pada putusan.

Sebelum menganalisa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam

mengabulkan Penetapan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Perkara Perdata No.

11/Pdt.G/1982/PN.Sda, maka perlu kiranya penulis membandingkan antara

pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi
Jawa Timur, dan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Sidoarjo

Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara gugatan ini dalam putusannya

memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1

Oleh karena berdasar pada uraian-uraian diatas, telah ternyata bahwa jual beli
tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, yakni yang telah dilakukan
antara Tergugat I sebagai pembeli, dengan Tergugat Il sebagai penjual, adalah
tidak sah dan adalah batal demi hukum;

Oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa tersebut ternyata nampak telah
dipaksakan oleh pihak Para Tergugat I;

Oleh karena di dalam persidangan, Tergugat Il pribadi telah mengaku
bahwasanya ia tidak merasa menjual tanah sengketa tersebut, sebab ia tahu
bahwa tanah sengketa itu bukanlah haknya, akan tetapi adalah haknya
Penggugat beserta anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum Mochid;

Oleh karena Tergugat Il juga mengatakan bahwa yang memaksa supaya
Tergugat Il menjual tanah sengketa tersebut sebenarnya adalah para Tergugat I
tetapi Tergugat II tetap tidak mau tanda tangan surat jual beli yang disodorkan
padanya.

Maka Majelis menganggap perlu untuk memerintahkan kepada para Tergugat

| atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali

tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada yang berhak,

yaitu Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
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Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Tergugat I, menolak putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut di atas dan
mengajukan pemeriksaaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini di dalam putusannya
mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya, di dalam perkara ini Tergugat 1
(MURSIDI)/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, serta Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama yang
diuraikan di dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui untuk
selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam
memutus perkara ini, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

tersebut harus dikuatkan.

Mahkamah Agung RI. :

Tergugat I/ Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut di
atas, dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan
mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi, antara lain dalam butir I
menyebutkan bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tinggi yang menyatakan
Pemohon Kasasi/ Pembanding adalah tidak benar, sebab memori banding telah
diserahkan dan diterima Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 24 November
1993 sebelum perkara putus, oleh karena itu memori banding tersebut adalah sah
menurut hukum. Dan dalam butir Il menyebutkan bahwa putusan JUDEX FACTI
mengandung kelemahan hukum, karena tidak lebih dahulu membuktikan bahwa
Tergugat/ Termohon Kasasi adalah ahli waris almarhum Pak Bakar vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai hali waris atas tanah persil yang telah
dijual Tergugat 1I/ Turut Termohon Kasasi (Penjual) kepada Tergugat I/ Pemohon
Kasasi/ MURSIDI.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusan
berpendirian bahwa keberatan kasasi butir 1 dan II tidak dapat dibenarkan, karena
pada butir I Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan tidak menyangkut
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pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant), sedangkan pada butir Il karena
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
pernyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan engan adanya kesalahan
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya pelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila
pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagi mana yang
dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung.

Peninjauan Kembali :

Tergugat I/ Pemohon peninjauan kembali menolak putusan Mahkamah Agung
tersebut di atas, dan mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung dengan mengemukakan beberapa alasan-alasan, antara lain dalam butir 1
menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu kekhilafan/salah
dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan bukti
tertulis tentang pembagian waris yang diketahui oleh kepala desa selaku pihak yang
berkompeten di wilayahnya untuk kepentingan yang sangat hakiki. Dan dalam butir II
menyebutkan bahwa tentang adanya novum yaitu belum pernah terbukti telah terjadi
pembagian waris antara Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat Il dengan
almarhum MOCHID, dan nama yang tertera di dalam Petok D No. 526 adalah Amin
P. Bakar, hal mana Amin yang dimaksud itu adalah Aminah. Bahwa berdasarkan hal
tersebut di atas, maka Ny. Aminah (Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat
IT) yang berhak atas seluruh tanah yang tercatat dalam Petok D No. 526 tersebut.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini
dalam putusan berpendapat bahwa alasan pada butir I tidak dapat dibenarkan. oleh
karena alasan tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang

nyata dalam putusan Mahkamah Agung maupun JUDEX FACTIE karena telah
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dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sedangkan dalam butir II bahawa alasan
inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut bukan merupakan bukti-
bukti baru yang bersifat menentukan (rovum) dan bukan pula merupakan alasan
Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun

2004 tentang Mahkamah Agung.

Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan eksekusi yang
diajukan oleh Penggugat dengan alasan karena Para Termohon Eksekusi telah
dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14
Pebruari 2001, guna diberikan teguran (aanmaning) agar dalam waktu selama-
lamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan peringatan segera melaksanakan putusan,
tetapi Para Termohon Eksekusi tidak atau belum melaksanakan putusan tersebut
kepada Pemohon Eksekusi, dikarenakan salah seorang dari Para Termohon Eksekusi
(Mursidi) yang diwakili oleh kuasa hukumnya (lin Dwi Mulia,S.H.) menyatakan
keberatan dengan teguran tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Sidoarjo untuk menangguhkan eksekusi karena pada tanggal 5 September 2000 telah
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-
bukti baru (novum). Kuasa hukum Termohon Eksekusi memohon agar eksekusi
tersebut ditangguhkan sampai putusan Peninjauan Kembali diputus dari Mahkamah
Agung RI.

Akan tetapi eksekusi dari Mahkamah Agung tetap dilaksanakan, meskipun
kuasa hukum termohon eksekusi mengajukan Peninjauan Kembali, hal ini sesuai
dengan pasal 66 avat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung.
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@ UPT PERPUSTARAAN
UNIVERSITAS JEM B

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

L4

4.1 Kesimpulan ) _

Berdasarkan pada permésalahan dan pembahasah yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengajuan permohonan
eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi (pihak yang menang) atau
kuasanya. Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur dalam pasal 196 HIR
dan pasal 207 RBg dapat berupa lisan ataupun tertulis (surat). Setelah
permohonan eksekusi masuk dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi
biaya perkara eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan
melakukan peringatan (4danmaning) kepada Tergugat, penetapan (surat perintah
eksekusi) dan penandatanganan berita acara eksekusi setelah eksekusi dijalankan,

2. Faktor penghambat eksekusi pertama ada rumah milik orang lain yang berada
didekat tanah sengketa ikut kena eksekusi, sehingga menimbulkan protes dari
pemilik rumah tersebut. Kegagalan eksekusi kedua dikarenakan adanya kesalahan
menentukan ukuran dan batas objek eksekusi, sehingga untuk mengetahui batas
tanah diperlukan juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak
adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dengan
sukarela. Faktor pendukung yaitu adanya putusan dari Pengadilan Negeri
Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Mahkamah Agung RI, Peninjauan
Kembali, dan Penetapan Eksekusi yang mengabulkan seluruh gugatan dari
Penggugat/Pemohon Eksekusi dan menghukum Tergugat/Termohon Eksekusi
untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada
Pemohon Eksekusi. Kegagalan eksekusi bukan merupakan alasan untuk tidak
dibuatnya beita acara eksekusi, karena berita acara tersebut merupakan alat bukti
tertulis bahwa pihak Pengadilan dalam hal ini Panitera yang bersangkutan telah

menjalankan perintah eksekusi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
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3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan

Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda adalah untuk
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya, dan Putusan Mahkamah Agung RI baik putusan kasasi maupun
Peninjauan Kembali. Selain itu sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, “Permohonan Peninjauan
Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan (eksekusi)”, dan tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk

melaksanakan putusan secara sukarela.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

dapat memberikan saran sebagai berikut :

B

Proses pengajuan permohonan ekseskusi merupakan hal yang sangat penting
untuk dapat dilaksanakannya eksekusi tersebut. Oleh karena itu pemohon
cksekusi dalam pengajuannya harus mentaati semua prosedur pengadilan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap selesai
menjalankan eksekusi pihak Panitera Pengadilan harus membuat berita acara
eksekusi walaupun eksekusi itu mengalami kegagalan sekalipun.

Pengadilan sebelum menjalal}kan cksekusi hendaknya memeriksa terlebih dahulu
ukuran dan obyek yang akan dieksekusi, agar tidak terjadi kesalah pahaman
dalam pelaksanaannya dan tidak merugikan orang lain.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan
pelaksanaan putusan dari Pemohon Eksekusi adalah sudah benar, sehingga

Termohon Eksekusi harus mau mentaati putusan yang sudah tetapkan.
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B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
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LEMPIRAN T

E!1NE'| e I) a L\l
Nomor : 1I/Pdt.G/1982/PN. Sda
Nomor : 04/Eks/2001/PN.Sda .

«DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO ;

Telah membaca Penctapan tertanggal 29 Januari 2001, No. 04/Eks/2001/PN.5da, dalam
perkara antra |

NY. MOCHID, beralamat di JI. Jasem [I/142-A Sidowjo,
Selanjutnya disebut ......oooveiiiinns PEMOHON EKSEKUS!;

Melawan

1. MURSIDI,

2. SUMARTO , Keduanya bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupiten
Sidoarjo,
Selanjutnya disebul ..o TERMOHON EKSEKUSI L & 11

3. NY. AMINAH, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo,
Selanjutnya disebul ... TERMOHON EKSEKUSILIT ;

Telah menbaca pula Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2001, dari : NY. MOCHID,
beralamat di J1. Jasem 111/ 142-A Sidoarjo, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri
Sidoarjo melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap

- Tagah Pekarangan yang merupakan bagian dari persil 8l petok D No. 526, terlztak di Desa
Betro, Kecamutan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas-batas :
Utiua : Jalan PUD.

Timur : Jalan Desa
Sclatim s Jalan Desi
Bt <Lunah / Lumah Choird

Guna memenuhi / melaksanakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25
Pebruari 1983, No. 1/Pdt.G/1982/PN.Sda, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
tanggal 17 Mei 1994, No. 105/PDT/1994/PT.SBY, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I di Jakata
tanggal 4 Maret 1999, No. 120 K/PdVI996, yang amaruyd berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN NEGER] SIDOARJO, No. 1/Pdt.G/1982/PN.Sda :

- Menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan ;

Menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasar Penctapan No. 1/1982.PdLG, tertanggal 15

Pebruari 1983 adalah syah dan berharga ;

- Meuyutakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagimana tertera dalam gugatannya
| adalah ahliwaris dari almarhum MOCHID '

. Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah
dilasanakan antara Tergugat 11 dengan almarhum Mochid adalah Syah ;

- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat [ selaku
Pembeli dun Tergugat IT selaku Penjual, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa Sertifikat tanah No. 380/1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli
terscbut, tidak mempunyai kekuatan Linkum ;

- Memerintahkan ...oooeeiin
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- Memerintahikan kepada Tergugal 1, Tergugat 11 atau siapapun yang telah memperoleh hak
daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula
kepada Penggogal bersama anak-anaknya selaku ahliwaris dari almarhum MOCHID ;

- Menghukum Pura Tergugal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesur
Rp. 56.000,- (tiga pulub enam cibu rupiah) ;

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, No. 205/PDT/1994/PT.SBY :

- Meneria Permohonan banding dari Tergugat I MURSIDL/Pembanding tersebut ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  tanggal 25 Pebruari 1983, No.
I/PdLG/I98YPN. Sda, yang dimohokan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat 1 MURSIDUPembanding untuk membayar biaya perkara dalam
peradilan tingkat banding yanbg ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I No. 120 K/Pdt/1996 :

= Menoluk Permohionan Kususi duri Pemohon Kasasi : MURSIDI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasusi ini
ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan eksekusi ini adalah kaena Pwra
Termohon Eksckusi telah dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada
tangga! 14 Pebruari 2001, Guna diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam waktu selwna-
lamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan tegoran segera melaksanakan Putusan tersebut tetapi
sampai saal ini Para Termohon Eksekusi tersebut tidak/belum melaksanakan Putusan tersebut
kepada Pemohon Eksekusi ;

Menimbang, bahwa atas tegoran (aanmaning) tersebut Termohon Eksekusi yang dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya (IIN DWI MULIA,SH) menyatakan keberatan dun mohon
Eksckusi ditangguhkan karena telah mengajukan Permohonan Peninjavan Kembali dengan
alasan telah menemukan bukti-bukti baru, karenanya mohon agar Pelaksanan Eksckusi atas
Putusan tzrsebut ditangguhkan sampai Putusan Peninjavan Kembali diputus diwi Mahkamah
Agung R.{

Menimbang, bahiwa atas hal lbl-bbblll Pemohon Eksckusi selanjutuya menyatakan bahwa
terhadap obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan kepada orang lain selama putuszm
Peninjavan Kembali belum diputus oleh Mahkamah Agung R.I ;

Menimbang, buhwa sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, pasal 66 Ayat 2,
dinyatakan bahwa Permohonan Peninjavan Kembali tidak menangguhkan/menghentikan
pelaksanaan putusan Pengadilan (Ekselkusi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut beralasun
hukum, maka dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan pasal 196 TLLR Jo. Pasal 200 HIR ;

I. Mengubulkan Permolionan Pemohon Eksekusi ;

2 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretiris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau jika berhalungan
diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat
untuk melaksanakan Lksekusi engosongan dan Penyerahan terhadap :
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- Tanah Pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa
Betro, Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas batas :
Utara :Jalan PUD

Timur » Jalan Desa
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah / Rumah Choiri ;

Q1 Oervsge Loy

Ditetapkan di Sidoarjo,

w

"" ”? y

ADE KARNA,SH.
NIP. 040029349.-
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LAMPIRAN IT

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

JL. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO NO. 10
SIDOARJO, TELP. 8921533 — 8921533

Nomor : W.I0.D.06.PA.03.0l. Zcct /2001 Sidoarjo, 25 Oktober 2001
Lampiran o
Perihal . Pemberitahivan Pelaksanaan Eksekusi

Perkara No.04 /Eks/2001/PN.Sda . Kepada

Yth.Sdr. NY. MOCHID ,
Desa Jasem , Kee, Sidoarjo,
di-

Berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal
01 Oktober 2001, No. 04/Eks/2001/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo akan
melaksamakan Eksekusi pengosongan dan Penyerahan atas obyek berupa :

- Tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil No. 81 Petok D No.
526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas
755 M2, dengan batas-batas :

Utara : Jalan PUD ;
Timur :Jalan Desa ;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : TanalvRumah Choiri ;

Dalam Perkara antara ;

NACPACCE D e oo e EKSEKUSI ;
Melawan

MURSIOL TR o o et oo assriisd TERMOHON LEKSEKUSI ;
Yang akan dilaksanakan pada :

Hari : KAMIS.
Tanggal . 01 Nopember 2001.
Jam « ¢ 09.00 Pagi.

Tempat : di Balai Desa Betro.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat agar dapatnya

berkumpul di Balai Desa Betro, pada waktu vang telah ditentukan tersebut
diatas ;

Demikian atas pantuan gerta ker;

-~

A e

—

' \ -
\ N

"~ MMOCH. ICHWAN, SH. M.Hum.
L2 AN ST NIP, 040025092,
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LAMPIRAN TTT

POUSTT S AR

No. 1171982 Pdt.C.’/ P.N.Sda.

"DEMI_KEADIIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA LEAM

--- Pengadilan Neperi Sidoarjo, yang mengadili perka-
ra-perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mem
berikan putusan rebagaimana tertera dibawah j ommm————

dalam perkara-nya : —e-ee-emmmmeemooooo o _______

Ey. M 0 CHTID, bertindak untuk diri pribadi serta -
sebagai wali dari pada anak-anaknya yang belum-
dewasa yang maging-macing bernama : TJIOE WIDIG
DO, RATNO HARTO, SUBEKTI WIBOWO, TEJO OETOMO --
dan ARTS MUKIYONO § ==e-mmcccmmmmmm oo

kesemuanyas bertempat tinggal didesa Jasem ITI '/

142 A. kecamatan dan kabupaten Sidoarjo;-====-- :
felanjutnya disebut sebagai =-=---- PENGGUGAT ;-

———————————————— lawan eceemmmmmeaaaaoaoo. !

|

ORI N o e R L I

o

o U M B G kedua2nya bertempat tingpal didesa

N
.

Betro, kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo.--
selanjutnya disebut sebagal para - TERGUGAT 1I.
» Ny. AMINAH , bertempat tinggal didesa Tangpulanpin

A

kecamatan Tangpulangin, kabupaten Sidoarjo.---- |
selanjutnya dizebut gebagai -=-=-- TERGUGAT II.
--- Pengadilain Negeri tersebut j S e e ———

--- Telah menbaca dan memperhatikan surat-surat dalam

+ berkas ;

--- Telah menienpar pihak2 dan keterangan saksid; --

--- Telah pula memperhatikan bukti2 Yang dihadapkan -

dalam persidangan
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------------- TENTANG DUDUK PERKARA-NYA ----====-=----

——- Menimbang bahwa Tengpugat dengan surat gugatannya-
tertanggal 16 Maret 1982, yang telah didaftar pada ke-
paniteraan Peﬁﬁadilan Nepgeri Sidoarjo, dengan No.1ll /
1982 'Pdt.G. /P.I.5da. ; telah mengemukakan hal-hal seba-
gat Hepikut § ——wwemmm—eRe e e R T T
-- bahwa tersebut suami-istri bersama Pak Bakar dan --
Aminah hidup bersama dalem suatu rumah tangga § —----—=
;— bahwa kemudian pada tahun 1959 Pak Bakar meningpal-
dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Mochid-
(euanl pengENgal) ; S-veesemsesmmesssmemsmRSSCTTRTTT
--1bahwa celain meninggalkan anak tersebut diatas Tak-
Bakgr almarhum juga meninggalkan barang wariean berura
tanah pekaranpan tercebut persil No. 81 petok D. No. -

526 yang luarnya 0,114 Ha, dengan batars-batasnya

—————————— Utara i IRlRE Bl D e
—————————— Timur s Bdalan depa . =me=-mbonERa—
---------- Selatan t wlalaf aeEa . Sos=aEaEe i
—————————— Barat : pekerangan Fak Tohir . ---==-<

-- bahwa sepeninggal dari almarhum pak Baker tersebut,
kemudian tarah pekarangan tersebut kemudian dibagi wa-
ris oleh suani Penggugat bernama Mochid dan janda al -
marhum pak PBakar berpama Ny; Aminah., ===——-====-==--===
-- bahwa dalan pembépinn waris teféebut sudah ada kata
sepakat antara kedua belah pihak, yaitu Ny. Aminah ---

dapat kurang lwbih 1/3 bagian dan guami Pengpugat ----

(Mochid) mendapitkan 275 Baglan §\adeemm-seasamsemenas

r
-- bahwa setelal ada pembagian tersebut tanah peka ---
rangan kemudian iiberi batas-2 tertentu, yaitu diberi-

pagar bambu, Ny.minah (tergugat II11) mendapat sebelah

barat dan suami Tanggugat mendapatkan rebelah timur;--
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-- bahwa tiada berapa lama tanah pembagian waris itu -
oleh Ny. Aminah dijual kepada koperaci kecamatan ESeda-

ti, sedang milik suami Penggugat tetap tidak dijual;--

-- bahwa semenjak ada pembagian warisan tersebut rumah
dan tanah pekarangan sengketa tetap dihaki oleh suami-

Penggupgat, dimana yang menempati pada waktu atau yang-

disuruh oleh suami saya adalah orang bernama pak Kidjo
(POLEBL) GEF—rCincmnn pife el e o e st e i —————————
-- Bahwa Ny.Aminah (tergugat III) setelah menjual ta -
nah pékarangan pembagian waris tersebut kemudian pin -
dah ke Kalimantan ; R e B R T

-- bahwa tanah pembagian waris dari almarhum ayahnya -

tadi masih jupa dihaki oleh suami saya dengan ada yang

menyewa tanah tersebut ; -——=rerermoemrcc e
-- bahwa kemndian terjadilah peristiwa G.BO.SflP.K.I.

dimana suami Penggugat terbunuh walaupun dia bukan ---
dari anppota dari partai P.V.I. tefsebyt dan.hal 1t =
karena centimen pribidi eaja ; L o AR -
-- banwa kemudian padarsuatu saat ibu Penpgugat Ny. --
Aminah dari ¥alimontan datang ke Jawa, dan katanya ---
ia dirurati oleh pak Lurah dan pak Carik (yaitu tergu-
gat II waktu itu jadi Carik) dan menurut katan&a kedua
pejrbat dera tersebut, ibu pengpugat %érsebut maeih --
mempunyai wariesan di desa dimana tanah sengkefa terse-
but berada ;| —=—---—mmmrm e -
-~ bahwa walaupun ibu TFenggugat tersebut sudah menpga -
takan jika tanah warisannya sudah dijual pada Koperasi
ibu Penﬁgugét dipaksa untuk datang di Kecamatan ; ----
-- bahwa erleh karena ihn Pengpgugat tersebut mengatakan

jika ia sudah tidak mempunyai warisan itulah maka Ter-
) puny
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tergugat 11 memanggil Penggugat untuk ikut tanda ta --
ngan di Kecamatan ;| —--ecmmmmmm o
-- bahwa akan tetapi Penggugast tetap tidak mau tanda -
tangan karena anak - anaknya masih kecil - kecil dan -
itu untuk anak - anak suami Penggugat dikemudian ----
harl | see e e
-- bahwa kemudian Penggupgat tidek tehu kelanjutan ---
dari cerita pembeli tersebut, tahu-2 setiap saat malam
maupun siang, Fenpggupat selalu ditakut- takuti terus -

bahkan ada cuara-2 kalau Penggugat tidak mau pindah --

dari tanah sengketa maka akan dihabisi nyawa Penggugat
biar menyusul suaminya ; =-—-——eeemeeoom—o—o—oo
-- bahwa setelah Penggugat mendengar berita -2 yang --
mengerikan itu, dimana pada waktu itu masih hangat --
hangatnya sesama manusia saling menyembelih, lalu ----
Penggugat lari pulang ke rumah saudaranya Penggugat --
sendiri di Magelang dan rumah sengketa Penggugat su --
ruh mendiami pak Lik Penggugat dan sebégian ada yang -
disewa orang lain yaitu pak Wardodo ; ====cc—c—ccome=a
-- bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan jika -
hal tereebut adalah hanya akal cerdiknya Tergugat II -
saja dimana dia sebagai orang yang berkuasa didesa ---
pada waktu itu ; yaitu ﬁebagai'carik“; ---------------
-- bahwa selanjutnya tanah sengketa ( yang sudah di --
serahkan kepada suami Penggugat ) sebagai tanah pem --
bagian warisan tersebut, tahu-2 sudah dihaki oleh -~—-
Tergupat-2 dengan tidak siéijin kepada Pengpugat ; ----
-- bahwa rupa-2nya para Tergugat sekarang berusaha ---
untuk menjual tansh sengketa tersebut diatas ; =e==---

-- bahwa untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi---

----------------------------------------- senpketa ----
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senpgketa tersebut, beralasanlah jika Penggugat memo --
hon kepada Pengadilan Neperi untuk mengadakan conser -
valoir beslag terhadap barang-barang sengketa terse --
but diatas | —=——-cccmmcmmmr e e
-- Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pengpugat memo-
hon kepada Pengadilan Negeri Sidoarje, sudi apalah ---
kiranya memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa
perkara tersebut dan selanjutnya berkenan menjatuhkan-
keputusan yang berbunyi sebapgai berikut
PRIMAIR
-- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk eeluruhnya:
2. Menyatakan syszh dan berharga atas conserva --
toir berlag yang telah dilakukan oleh Tenga -
dilan Megeri Sidoarjo, terhadap barang-barang
gengketa tersebut diatas ;
-- 3, Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anazk Peng
gupgat adalah ahliwaris dari al@arhum Mochid -
dan Pak Bakat ; ==-==—mcmmmmmmmmm e e e
-- 4. Menyatakan syah pembagian warisan harta pe --
ninggalan almarhum pak Bakar yang sudah di --
bagi waris antare suami Penggugat dan Janda-
almarhum pak Bakar bernama fminah ; ---------
-~ 5. Menyatakan bahwa batal jual-beli yang dilaku-
b'kan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagal -
pembeli dan Tergupgat III sebagai penjual ;---
-- 6. Memerintahkan kepada Terpgupgat I dan Terpugat-
IT atau kepada siapa saja yang mendapnt hak -
dari para Terpugat, untuk mengosongkan tanzh-
senpketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan

tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seba

gai ahliwaris dari Mochid anak almarhum ----
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POLIBE § oo i s i m o 5 el i

= T.Menghukum para Terpupat untuk membayar ongkon -
perkara ini sebanyak bagian mereka masing-2 ;--
SUBIDAIR :

. Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Penga-
dilan Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan ---
Yong SeaddieRolinys ; -resemceroimvasseton e e e
-=--- Menimbang bahwa pada hari pereidangan yang telah-
ditetapkan baik Penggugat maupun para Tergugat I dan -
Tergugat II telsh hadir menghadap kepersidangan ; ----

---- Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut, -
---f--scbelun

crt.sahé;?t. “e}~in-pemerikeaan dimulai, Fenggugat telah mohon per- .

kenan mengadakan perobahan BUBBTaNnya ; semcccwecoron
—---- Menimbang bahwa setelah Majelis berdasarkan hukum
C::%Eéi%;i; memperkenankan perobahan Penggugat tersebut ; —--—----

TTT".Menimbang bahwa pada hari persidangan itu jupa, -
ternjata Pengpugat telah siap dengan gugatan yang te -
lah mengalami perobahan tersebut yagni surat gupatan -
te;tanggal 6 Mei 1982 : commmmmmmee L e

-- Bahwa tersebut suami istri bernama Pak Bakar dan --

Aminabh hidup bersama dalam sustu rumah tangga ; ------
== bahwa kemudian pada tahun 1959 pak Bakar meninggal-
dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Mochid-
(suami pengpugat) 1 et - TR,
-- bahwa selain meninggalkan anak tersebut diatag --—-
Pak Bakar almarhum Juga meninggalkan barang warisan --

berupa tanah pekarangan tersebut persil No. 81 petok -

D. No. 526 Yang luasnya 0,114 Ha, dengan batas-batasnya:
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--------- Utara : jalan P.U.D. ===-cemcmemmmnea
—————————— Timur : jalan desa . —me—emmmmmmmm e
~—=—=-=c-= Gelatan 3 Jalan depa . s——=oe—aso—osmaoc
---------- Barat : pekarangan pak Tohir,----------

--- bahwa sepeningpal pak Bakar tersebut kemudian ----
Tergugat II kawin lagi dengnn seorang bernama Solikin-
dan sebelum kawin, maka tanah pekarsngan tersebut kemu
dian dibagi waris antara cuemi Pengpugat bernama Mo --
thid dan Tergupat IT.; ==-=—-eeommmm .
--- bahwa dalirm pembagian waris tersebut sudah ada ---
kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu Ny.Aminah
dapat kurang lebih 1/3 bagian dan suami Penggugat =---
(Kochid) mendapat 2VEDARIEN | wowe—mmummss s timt
--- bahwa retelah ada pembaginn tercebut tanah peka --
rongan kemudian diberi batas-batas tertentu, yaitu di-
beri pagar bambu, Ny. Aminah (tergugat II) mendapat --
cebelah barat dan ruami Penggugat mendapat sebelah ---
VAL § e St et o i ol s o A e s s TR IO
--- bahwa tiada berapa lama sebelum Tergugat II mening
calkan desanya untuk pergi mengikuti suaminya yenp, ===
baru ke Kalimantan, tanah pembégian waris itu oleh ---
Ny. Aminah dijual kepada Koperasi kecamatan Sedafi, --
sedang milik suami penggugat tetap tidak dijual ;-----
-=-- bahwa semenjak ada pembagian wéfis tersebut rumah-
dan tanah pekarangan sengketa tetep dihaki oleh suami-
Pengpugat, diména Yang menempati pada waktu itu disu -
ruh oleh suami eaya adalah orang bernama pak Kidjo ---
(POLESE) = s oo o o
--- bahwa Ny. Aminah (tergugat II) setelah menjual ---

tanah pekarangan pembagian waris tersebut kemudian --

pindah ke Kzlimsntan bersama sueminya yang baru ;-----
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--- bahwa tanah pembagian waris dari almarhum ayahnya

tadi marih jupa dihaki oleh suami sayr dengan ada yang
menyewd tandih tersehut ¢ casssaesoo o o sonl s Do LAl
--- bahwa kemudian terjadilah peristiwa G. 30. S,/ =--=
P.K.I, dimand suami Penggugat terbunuh Qalaupun dia -
bukan anggota dari partai P.K;I. tersebut dan hal itu-
karena centimen pribadi saja ; =~~---ccmcmmemccaooaooo =
--- bahwa kémuﬁian pada éaat itu pénégugat Ny. AMINAH-
dari Kalimantﬁn datang ke Jawa dan katanyé iz di =----
surati oleh pak Lurah dan pak Carik (yeitu Tergugat I-
waktu itu jadi Carik) dan menurut katanya kedua peja -
bat desa tersebut, ibu penggugat teréebut.masih mempu

ryai warisan didesa dimana tanah sengketa tersebut ---

berada ; ----- I----———-—————---—~-——-—;—----; ----------

--- bahwa walaupun ibu Penggugat tersebut sudah menga- ;

takan jika tanah warisannya sudah dijual pada Koperasi

ibu renggugat dipaksa untuk datang di Kecamatan j-----

- béhwa oleh karena itu ﬁenggugat tersebut mengata -

kan jia ia sudah tidak ﬁempunyai wariean itulah maka -

Tergugat II mémanggil Penggugat untuk ikut tanda ta -

ngan di Kecamatan

--- bahwa akan tetapi penggugat tetap tidak méu tanda-
tangan karena anak2-nya masih kecil-kecil dan itu untuk
anak-anak fuami FPengpugat dikemudién hari ; ----------
--=- bahwa kemudian Pengpgugat tidak tahu kelanjutan ---
dari cerita pembelian tersebut, tahu-tahu setiap caal-
malam atau riang, Penpggugat selalu ditakut-takuti te -
rus bahkan ada suaré-nuara kalau Pengpgugat tidek mau -
pindeh dari tanah sengketa, maka akan dihabisi nyawa -

penggugat biar penyusul suaminya ;

et e E L ep——

----------------------------------------------- bahwa,
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M

BERIMOTRY, « "%, Mengnbulksn gugatan Pengpgupat untuk -----

--- bahwa setelah penggugat mendengar berita-berita --

Yang mengerikan itu, dimana pada waktu itu masih hanpat
hanpatnya serama manusia saling menyembelih, lalu peng
Eugat lari pulang kerumsah saudaranya penggugat sendiri
di Magelang dan rumah sengketa Penggugat suruh mendiami
pek Lik penggugat dan eebagian ada yapg disewa lain -

ynitu pak Wardojo ; =====mmmmmmmmm oo

--- bahwa dengan demikinn penggugat berkeyakinan jika

hal tersebut adalah hanya akal cerdiknya Tergugat No.Z

faja dimana dia sebapgal orang yang berkuasa didesa ---
pada waktu itu, yaitu sebagai Carik
--- bahwa selanjutnya tanah sengketa ( yanpg sudah di -
gerahkan kepada suami pengpugat) sebagai tanah pemba -
fian warisan tersebut, tahu-tahu sudah dihaki oleh ---
Tergugat-terpugat dengan tidak seijin kepada Penpgupat;
--- bahwa rupa-rupanya para Terpgugat sekarang berusahas

untuk menjual tanah sengketa tersebut diates ;----=-=--
=== bahwa untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi -
sengketa tersebut, beralanlah jika penégugat mohon ke-
pada Pengadilan Megeri untuk mengadaken Conservatoir -
beslag térhadap barang-barang sengketa tersebut diatas;
---=- Oleh karena hal-hnl tersebut diatas, Pengpugatl --
memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sudi apalah
kirnnya memangpil kedua belah pihak kemudian memeriksa
perkara tercsehbut dan selanjutnya berkenan menjatuhkan-

keputuran yang berbunyl sebaperi betikut ; =—==-—e-e—--

seluruhnya

- o i s

)
2. Menyatakan sah dan berharga‘atas conser -
vatoir beslag yang telah dilakukan oleh -
Fengadilan Negeri terhadirp barang-barang

eenpketa tersebut diatas

———
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--=-- 3. lMenyatakan bahwa Fengpugat dan anak-anzk Peng~-
gupgat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid --
don pak BaRar § —cwcmussnmmecs e
---- 4. Menvatakan sah pembagian warisan harta pening-
galan almarhum pak Bakar yang sudah dibagi ---
waris antara suami Penggugat dan jandz almar -
hum pak Bakar bernama Aminah ; e et e
ST Mgnyatakan batal jual-beli yang dilakukan oleh
Tergugat I dan.Tergugat II sebagai pembeli ---
terhadap tanah sengketa tersebut diatag;------
---- €. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat -
II atau kepada siapa saja yang mendapat hak --
dari p&ra Tergugat, untuk mengosongkan tanah -
sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan-
tanah rengketa tersebut kepada Pengpugat seba-
gai ahliwaris dsri Mochid anak almarhum pak --
Bakar dan apabila perlu dengin bentuan Poliei:
---- 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar onghkoes-
perkara ini eebanyak bagian méraka ma eing-ma-
BINg | memmmmm e i
SUBSIIAIR :
=--- Penpgpugat menyerahka perkara ini kepada Fenga --
dilen Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputuran --
Yang seadil-adilnya . b LT ———————— o ———— e
dan setelah disampaikan kepada pihak-pihak lawan serta
kemudian telah dimengerti; - maka dalam pada itu Maje
lis juga telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak
akan tetapi tetap tidak berhaeil ; R AR EER

=--= Menimbang bahwa setelah mana pemeriksaan perkara-

dimulai denpan telah membacakan gugatan, dimana Penggu

Fat bertetap pada gugatannya
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—--{-rTcrgugﬁt
I Sumarto,

crt.sah digt.

v/i- Pembelian tanah tersebut tidak dipengaruhi

AT Aert,sah.

~=--- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terse-
but, Tergupat I. Mursidi dan Tergugat II Sumarto, ----
Mmasing-masing telah secara singkat menjawab tertulis

dimana Mursidi pada pokoknya. telah mengemukakan : ----
-- Kami Mursidi menginpat bahws membeli tanah ke- Bu -
Aminah bin Bakar dengan tidak ada paksaan disaksikan -
oleh Kepala Deea dan Camat dan disahkan; =---—-—uoo___
Adapun tanah tersebut kami daftarkan langsung ke Kan -

tor Agracia Sidoarjo

; ———————————————————————————————
-- Dengan ini kami lampirkan foto copy Sertifikat --w-
SPRaY TOERSUAN, | cusiivramanes e tam el e R

Sedangkan-&ongugai}JJHSMmarto. pada pokoknya telah me-

ngemukakan

-- Bahwa Lergugat 1' tetap menyangkal atas isi pugatan-
dari penggugat Ny. Mokit, sebab semuanya jawaban --

penggugat tersebut palsu tidak benar

siapapun
faja tidak ada secara paksaan, pun, juga pembelian-
tanah tersebut tidak dilaksanakan didesa dilaksana-
kan dimuka Notaris dan Notaris mengatakan sudah ---
fyah atas pembelian tersebut, sehingga disertsj ---
bukti-bukti Aertipihat ) seswmeme—ocma e Lo
Bahwa Pemerintahan Desa belum pe?nah mengetahui dan
Menyaksikan tanah tersebut telahldiwariﬂ kepacda ---
flapapun bila mana ada keterangan bahwa tanah ter--
sebut pernah diwaris apa bukti-bukti warisan terse-
but dan faksi-saksinya ==—-c-eommm L
-- Bahwa Kepala Deca dan kami Aetek/tergugat cendiri--

tidak pernah memanggil atau mehyurati Aminah di Ka-

limantan dan kami minta bukti-bukti suratnya dan --

Faksi-raksi dari bekas suaminya Aminah yang bern:mo

Solikin orang tuanya sekali, bila mana nyata benar-

“ami bersedia dituntut di muka Pengadilan j-e-=-=o-a
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-~ Bahwa adanys selaku Pengpugat Ny. Mukit tidak di -
ikutkan menanda tangani permohonan Sertipiket, di-
karennkan mereka tidak. nda.hak masalah tanah terse-
but, melihat bukti-bukti Administrasi Yang ada di -
T e e L L

=--- Menimbang bahwa Tergugat II didalsm nenanggapi --

gugatan Penpggugat, telah mengemukakan jawaban secara -
lisan yang pada pokoknya adalah : ~-cemeomeeoooo

-- Eahwa Tergupgat II merang ietri muda (ke-2) dari ---

pada almarhum T, BaKay . S S e
-- Bahwa benar Terpugat II tidak pernah tahu maupun --
kenal pada istri ke=I-nya ; —=cemmmmmcmcaccaacoaa.
-- PBahwa ketika nikah dengan P.Bakar, dia ada membawa -
feorang anak dari istri ke-I Yang bername Mochid; -
-- Bahwa.P. Bakar meningpal dunia pada + ‘tahun 1960 --
P61 4. e e e e e s e T T
== Pahwa perkawinannya dengan Tergugat II, tidak punya
keturunan B LUPUIETINRA §, e wosni st m A o e

-- Bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah harta --

warisan almarhum P.Bakar

-- Bahwa benar sesudah P. Bakar meninggal dunia harta-
peninggalan P,DBakar tersebut, sudah dibapi antara -
Mochid dan Tergupgat I1.; dimana 2’3”bagian untuk --
Mochid dan 173 hya untuk Terplgat Tl ; =cvcscadmenns

-- Bahwa benar Penggugat itu adalsh ietrinya Mochid ;-

-- Bahwa benar Mochid tersebut, pada saat ramai-ramai-
nya G. $0. S., telah meningpal dunia ;———; ---------

-- Bahwa benar setelah itu, Penggugat bersama 5 (lima)

orang anak-nye masih tetap tinggal dirumah diatas -

tanah sengketa itu B e et e e e
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-- Bahwa benar Tergugat II setelah itu kawin lagi, ---
dengan orang nama Solichin I T e e e e
-- Bahwa benar ketika Tergugat II harus ikut suami ke-
Kalimantan tanah baginn Tergugat II tersebut telah-
Tergugat II jual pada Koperasi camat Sedati e ——
sedangkan Penggugat tetap mengelola ténah bagian --
Suaminga { Mol )"} Sesrmeronecnon i c. - 5
== Bahwa benar ketika Mochid dan Tergugat II membapi -
harta peninggalan Pak Bakar tersebut diatas, sebe -
tulnya juga disaksikan Pak Sumarto selaku Carik ---
Desa dan Bapzk Kepala Deca Betro ; —meeeeeeo___
-- Bahwa benar sefelah Tergugat II menjual bagian ta -
nahnya kepada Koperasi Kecamatan Sedati, Tergugat II
lalu pindah berangkat ke Kalimantan, mengikuti suami
b U Bt G i e SRR 5 SRR
-- lahwa benar setelah lama di Kalimantan, akhir-akhir
ini Tergugat II menerima surat dari Bepak Kepala --
Desa Betro, yang isginya bahwa Tergugat II. disuruh-
datang ke Jawa untuk menerima sisa warissn di Betro.
-- Bahwa benar Tergugat II. setelah datang di Jawa, --
pernah dipanggil kepala Desa dan Pak Camat, Tergu -
gat II disuruh menjual tanah Yang katanya adalah --
Sisa warisan ! T T T M e R e e W
-- Bahwa benar oleh karena Tergugat II tidak merasa --
masih ﬁunya tanah, maka Tergugat II tidak bersedia-
Menanda tangani surat Jual beli Yang disodorkan ke-
pada Tergugat II., sebab tanah tersebut adalah fta =

nah milik Penggugat yang dulunya adalah bagian darj

rada suaminya ( Mochid ) [ P W i o o e v
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-- Bahwa juga Penggupgat ketika dipanggil juga tidak --
mau datang, cebab dia tidak minat menjual j=---c---
-- DBahwa tentang aps yang!terjadi selanjutnya Terpugat
I1 Tidok tRhU-mERanl ] «tmom bt wo s o e
-=--= Menimbang bahwa terhadap Jawaban-jawaban para ---
Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga --
telah mehgemukakan repliknya dan mengemukakan hal-hal-
8ebagal Derikut ! ~c-swmmc e e cnaaie e e m
-- Bahwa jawaban Tergupat I dalam £idang yang lalu ada
lah tidak relevant dan tidak mengena pada sasaran -
gugatan Penggupgat ; N T e ———
-- Pahwa sebelumnya Penggugat mohon dicatat, bahwa 'walk .
tu terjadi peristiwa pembelian tanah gengketa inif-
diantaranya Lurah, Carik dan Mursidi adalah satu ke

luarpa, dimana Lurah adalah orang tua dori Sumarto-

( Terpugat I ) yang waktu itu menjabat Carik, sedang

Mursidi ( Tergupat .I ) adalah anak dari Sumarto ter

sebut diatas ; -----cmmmcaaoooo .
-- Bahwa dengan demikian dalam kacus ini bisa gaja ---
mereka membuat sekehendak hatinya dalam hal pembeli
an tanah sengketa fang tidak melalui prosedure yang

BEDENAINYE | ==t dem st S e e e e

-- bahwa yang benar tanah sengketa tercebut sudah di -

R S, e bagi-bagi antara Tergugat II dan susmi Pengpupat -

Sumar to
crt.sah digt,

¢

dan yang membagi pada waktu itu Justru Perprefed--Fr-
sendiri dengan Pak Lurah Betro den bahkan masing --
masing telah dipapari atas pembagian tersebut ---
diatas

== bahwa untuk membuktikan jika tanah sengketa tersebut

o telah divapi waris nyalanya sampani detik ini tanah-

------------------------------------------- sengketa -



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-- cenpketa tercebut masih Penggurzt sewakan kepada --
orang bernaina Wardoyo dengan memakai perjanjian ---
PEI'SEWAAN | —=—=——= =r e ———m—————— -

bahwa menaggepi lempiran deri jawaban Tergugat 1, --

yang tidak eych tersebut, dimans lempiran-lsmpiran
terrebut tidak ade tenda tangannys, make Fenggugat
menyanpknal den menyatakan tidak syah lempiran terse
but, karena tidak ada dan / atau tidak diketahui --
siapa yanpg membuat ’ menpgetik lempiran tercebut;----
-- bahwa dengan demikian lampiran yang disertakan da -

lam jawaban pgugatan terrebut adalh bertentangan ---

<.

denpganYhukum dan tidak eyoah mohon dikesampingkan;-- :

-- bahwa walaupun demikian untuk tidak merrgu-rapukian-

Majelis didalam mempertimbangkan keputusannya nanti
maka Pengpugat akan sekedar memberikan uraisn ' --
sangkalan sebagai berikut ; -------e-ecmmmcmecena—o
bahwa jual beii yang dilekesanakan oleh Tergugat I -

dan Tergupgat II adalah tidak eysh,” karena tronah ---

.

sengketa sudeh menjadi pemilik ‘' hak dari Fehggugpat
-- bahwa aprbila penjabat pembuat Akte tanah tersebut-

melakukan £uatu jual beli adalah tidak syah kerena

bahwa apabila dikatakan Tergugat II dntang dari ---
Falimantan untux menjual tanah sengketa tersebut --
adalah tidak benar sama sekali, tetapi yang nyata -
bahwa kedntangan Tergugat II:keh Jawa tersebnt ada-
lah atas pangpilan Kepala Desa yang jupa orang tua-

Tergugat 1 dan juga embahnyn Mursidi (Tergugat I);
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-- bahwa apabila dalam lampiran tersebut dinyatakan --
dinyatakan bahwa tergugat II menawar-nawarksn tanah
éengketa tersebut rama sekali tidak benar, sebab --
mengingat waktu itu keadaan sembelih menyembelih --
serama manusia masih berlangsung, sehingga Tergu --
gat II sebagai mertus Penggugat, Penggupgat tahu ti-
dak pernah keluar rumsh apa bila tidak dikawal oleh
KeIUATEANTadINNYA | cocerimnn s et o o Bl 50

-- bahwa mbok Bakar pernah diperintahkan untuk datang-
ke Kecamatan adalah tidak benar dan Yang benar saya
(Penggugat) ysng dipanggil ke-Kecamatan dan waktu -
itu Pengpugat dipaksa dan ditakut-takuti supaya mau.
tanda tangan jual beli tersebut, akan tetapi Peng--
BREAT 1eltapD MENOlakiya ;| ~—-r-re——cesencimnenn~cabe

-- bahwa apabila tangh sengketa tersebut pernah Jerfi--

--/--2dijadikan

crt.sah digt, J#dH- sengketa antara Tergugat II denpgan suami Peng-
é;i fFugat adalah tidak benar, sebab Penggugi t mengeta -

hui sendiri bahwa pembagian tersebut adalah atas --

dasar keikhlasan hati Tergugat II kepada anaknya --

Mochid rfuami Penggupat

-- bahwa oleh karena terny~ta sekarang ini tanah seng-
keta tersebut sudah disertipikatkan oleh Tergugat I
maka FPenggugat sewajarnya Jika-Penggugat mohon kepa
da Majelie untuk membatalkan Jupa sertipikat yang -
diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Sidoarjo
Sertipikat hak milik No. 2

== bahwa dengan demikirn rudah Jelas jual beli tanah -
fengketa ysng dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut

tidak merupakan jual beli Yang berdasarkan etikat--
baik, melainken seotah-oleh paksaan atau tipuan --

faja, karena Tenggupat tidak pernah merasa menanda

tangani Akte jual beli
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-- Cléh karenas hal-hal tersebut diatas, maka Penggupat
Lntnp'pbda cugatsn Penppupat ﬂengan tambahen cupryn --
Ma jelis jupa membatalksn sertipikat No.¢ atas tanah --
sengketd Lerpebit dintas @ —~=cmw = N
-=-- 1. Bahwz Penggugat tetap padé gupatan remule, ---
karena gugatan Penggugaﬁ adaléh berdasarkan: ke
pada Keadaan yang benar dan betul menurut ---
o145 ) S e S e
---- 2. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara --
Tergugat I dan Tergugat II adalzh tidak bensr-
samalrekalj dan bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku; karena tanah tersebut-
adalah tanah wariran yang sudah dibagi warie-
antara suami TPenggugat dan Tergugat II, sédang
pemilik tanah yaitu Penggugat tidak di ikut --
sertakan karenz Pengpugat pada Qaktu itu tidalk
mau tanda tangen walaupun dipaksa ,-——-=ce-eao-
---- 3. Bahwa sertipikat tersebut adaleh tidak benar -
dan diperoleh dengan jalan yang beritikad baik
karena Tergupat bisa mengelabuhi Pejabat pem -
buat Akte tanah dimana tércantum perolehan --
tanch tersebut dari orang bernama Aminah binti
Tak Bakar, hal ini berarti _.bahwa Aminah anaknya
Fak Baker, pada hal dibuku Desa tercantum nama
Amin Tak Bakar, berarti bahwa bérang terrebut-

adalah milik dari Aminah dan Pak Bakar
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- 4. Bahwa apabila Tergugat mengatakan belum pernah --
menyaksikan dan mengeiahui-tanah-sengkcta telah -
dibapi waris adalah isapan Jjempol dan bohong'bela
ka, karena Tergugat I pada waktu itu boleh dikata
kan jadi dalanpnya jual-bell ini dengan menyalah-
gunakan jabatannya sebagai Carik Desa, untuk ke -
pentingan ansknya sendiri, untuk memiliki tanah -
sengketa, hal ini biesa terungkep lagi apa bila -
nanti sudah menginjak pada pemeriksaan bukti dan-
cakei-rr kel yang aken di dengar dimuka pereidangan
ini sebab semua penduduk Desa dimana tanah seng -
keta terletak sama mengetahui jika tanah rengketa
tersebut sudah dibagi waris dengan batas-batas -- 1
EEERUET T S s = e R e e e e U i |

L - 5. Bahwa dengan demikian pemilikan dan ’/ ateu jual -
beli tanah senpgketa adalah dilandasi suatu pembe-
lian yang tidak beritikat baik, xaitu memperalat
Tergugat II sébagai'oranﬁ tua buta huruf dan pe -
rasaan takut saja pada waktu itu karena situarsi -
dimana orang yang disentimeni atau tidak enak hati
gaja jiwa bira melaynng, apa lagi tergugat I waktu
itu adalah orang yang ditakuti, dimana Penggugat-
laginya dari dera tersebut juga takut akan disem-
belih biar mengikuti suaminys .===r---—cmem———e--

- 6. Bahwa dengéh‘mﬂnunjuk. jawaban Penggugat pada ---
butir 3 tersebut diatas, maka bagaimana pandainya
Tergugat I sebapgai pejabat Carik Desa, memutar ba
likan keadaan-yang scbenarnya menjadi tidak sebe-

narnya, hal ini-menunjukkan yang kesekian kalinya

Jika Tergugat I tersebut tidak beritikat baik,---

------------------------------------------------ Dleh karen:
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--- Cleh karena hal-hal yang terurai diatas, maka ----
Penggugat tetap pada pupatannya dan mohon gugatan Peng ,
gupgat dikabulkan seluruhnya., —-------—c-memmmmmmmm ?
--=- Menimbang Bahwa terhadap replik Penggugat terse -

but, Terpupgat I. SUMARTO, mengajukan BPLIK § srercmw-

-- Bahwa tergugat 1 tetap menyangkal atas isi gugatan~
dari penggugat Ny. Mokit, sebab semuanya jawaban --
penggugat tersebut palsu tidak benar j-=-—==-ecea---

-- Pembelian tanah tersebut tidak dipengaruhi siapapun
dan tidak ada secara pakeaan, pun juga pembelian --
tanah tersebut tidak dilaksanakan di Desa, dilaksa-
nakan dimuka Notaris dan_Notaris mengataken sudah -
fyah atas pembelian teraebqt,léehingga di sertai --
bukti-bukti sertipikat; =—----cemmmmmmmeooo_

-- Bahwa pemerintah Desa belum pernah mengetahui dan -
ﬁenyakﬂikan tanah tersebut telah di waris kepada --
eiapapun bila mana ada keterangan bahwa tanah terse
but pernah di waris apa bukti-bukti warisan terse -
but dan sakel-eaksinya ; —~—---———-—7-—-——---~;-——-

-- Bahwa Kepala Desa dan kami telah‘tergugat sendiri -
tidak pernah memanggil atnu‘menyﬁrati Amineh di Ka-
limantan dan kami minta bukti-bokti suratnya dan --
rakei-sakei dari bekas Funminyé Aﬁinah jang bernama
Solikin orang tuanya sekali, bila mana nyata benar-
kami bersedia di tuntut dimuka Pengadilan ; =-------

-- Bahwa adanya selaku Penggugat Ny. Mukit tidak di --
ikutkan menanda tangani permohonan Sertipikat, dika
renakan mereka tidak'adw hak masalah tanoh tersebut

melihat bukti-bukti Administraesi yang ada di dera,

---------------------------------- Terpugat TT.
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Terpupat IJ MURSIDI menyatakan tidak hendak menjawab

“ecuali bertetap pada Jawabannya semula ; ==ceeeeaaae

Tergugat TIT (Ny. AMINAN) juga tidak hendak men jawab-
lagi, kecuali bertetap pada jawatan licannya semula;-
===~ Menimbang bahwa oleh karens gugatan Penggugat di
fangkal terutama oleh para Tergugat I, maka beban pem

buktian, diwajibken p2ra Penggugat ; secmecaroaemina

-=--- Menimbang bahwa didalam upaya mempertahanken ke-
benaran dalil-dalil gvgatannya, Penggug-t telah menga
P BT B T N R R . . L

h. Saksi-sakei :

T.TRIMAN, unur 50 tahun T S e AT

280 B T Kl N y umur 45 tahun, —------- —.oo_._

3. HADI WARDOYO , umur 49 tahun

B T e ———— -

4. Ny. MA N A P

ses= Meninbefig BAhwa, ~-—cescnmensmmsmmnnesdoulonsant

1. TRIMAN (= Sp.I) umur 50 tahun, divayah sumpah telah
memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut;:--
- bahwa benar Sp.I'kenal pada almarhum P.Bakar ;---

;
bahwa Sp.I pernah tau pada ietri dua Pak Bakar s
- bahwa benar Pak Bakar tersebut telah meninggal --
dunia, tapi tepétnya kapan, Spt;. lupa, fe-ingat-
Sp.I, kiro-kira tahun 1960 an, sebelum peristiwa -
6. 30.5 ;‘_—-——‘T-“——f‘*“—"“—“‘-““-f -----------
tahwa Sp.I tidak tau kemana dan di&ana ietri tua-
itu kini berada, mungkin sudah tiada sebab sudah-
fejak lama tidak muicul lagi ; =--seemcmmaamaaool

- bahwa Sp.I tau Pak Pakar tersebut telah menikah -

lagi yaitu denpen ictri muda bernama Ny.Aminah ;-
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- bahwa' benar Sp.I mengetahui bahwasanya dari perni
kahen Tak Bakar deéngan iﬂtri'dué’tersebnt, punya-
anak bernama Mochit

- 'bahwa benar Pengpupat sekarang ini adalah istri -
LS o e SRR e et 9 L i

- bahwa pernikahan Mochid dengan Penggugat, mempu -
nyal S (1ima) Greng anak ; s-coconSectnimeesmenn

- bahwa benar Mochid tersebut telah meninggal dunia
pada saat ramai-ramsinya peristiwa G. 30, S

-, bahwa benar Sp.I mengctahui'bahwasanyé cevartu --

Mochid dan Tergugat II mengadakan pembagian ter -

hadap harta waridan almarhum Pak Bakar, tanah yang

ada didea Betro itu dibagi 1’3 bagian untuk Ter -

gupat II redangken 2 /3 selebihnyn adalah bagian - \
MOCHTD § Senmmame=w-- i —————— e —

- bahwa ‘benar pada eaat itu Mochid dan Tergugrt JII.
fudeh saling setuju dan seme-sama ikhlas;==-eceua-

- bushwa benar ketika diadakan pembagian waris ter -
eebut Papak Kepala Deen jupa hadir memtantu dan -
MENYAKSIKEN § —=——mmme oo e

- bahwa Sp.I menpetahui bahwa 173 bagion milik =---
Tergugat II itu dijual kepada ¥antor Koperesi --- !
Sedati, sebab Tergugat II mau fkut suami baru-nya

ke-Kalimrntan ; ==e—-eemmmecoocco oo

ny
n

0 L I KIN (=€p:I1T)ufur-45tahtn;dibawah’ sumphh-
telah menerangkan hal-h»1 sebagai berikut : —------ !
- bahwa benar £p.IJ adalah bekas suami dari pada --

Tergugat II, sudeh 4+ 3 tezhun ini telah bercerai

yaitu setelah selesma 8 tahun kawin ;
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- bahwa benar ketika belum cerai, Sp.I. tau bahwa -
Tergugat II menerima surat dari Kepala Desa Betro
- bahwa isi suratnya, menyataken bahwa Tergupat II-
diminta datang di Jawa yang kétanyw akan menjual- i

b T R

- bahwa benar Sp.II. lalu diminta untuk mengantar -
DY KE JRWE § e s e s c e e o o i o i e
-b ahwa setelah tiba di Jawa, S5p.II tidak tau menzhu

tentang apa kejodian gelanjutnya ; we=-cosrececea

3. HADLI WARDOYO (= Sp.III), umur 49 tahun, dibawah ---
gumpah menerangkan hzl-hal sebapgai berikut :--me---
- bahwa benar Sp.IIf. menyewa ruﬁah diatae tanah --

Sengkéta tersebut jeeeccommo e .
- ﬁahwa fumah itu sangat kecil, menumpang diatag --
tanahnya Sdr. Mochid dan istrinya j--=,e-eeacoia.
- bahwa rumsh tersebut dulu ditempati oleh istri --
Pak Bakar, bahwa rumah tersebut achir-achir ini -
Sp.III. beli recara kekeluargoan pada Bu Bakar --
terrebut ; B T e i S e R e e i
- bahwa sewaltu €p.III menyewa rumah itu, Pak Pakar

magih hidup, akan tetapi tidak lama kemudian lalu

meninggal dunia

; ———————————————————————————————

bahwa benar Sp.III memang pernah didatangi oleh -

Papak Kepala Desa dan Mursidi Yang maksudnya akan

membeli rumah Sp.IIT itu, tetapi Sp.III. tidak --
DEREREIS: | ot e e i an e e e e e D s me s
- bahwa benar Kepala Dera dan Mursidi itu jupn per-
naH mendatangi i 3 kali, pada Ny. Mochid, yang --
m-keudnya menyuruh Ny. Mochid agar meningpalken -

tanzh tercetbut

Y S e e i e b e e
L
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- bahwa benar Kepala Desa yang dimaksud, kini sudah

meningpal dunia

; ———————————————————————————————
- bahwa benar Ny.Mochid terrebut memang pernuh di -
temani dan tingpal bersama Pak Mantri Poliei dan-
dia itu adalah PAMANNYA | ===c—mmemee

- bahwa benar, Ny.Mochid tercebut memang tidak per -

nah menjual tanahnya itu kepada siapapun jupa;---

4. Ny. MA N A P (= &p.IV). umur 72 tahun, dibawah ---
fumpah, memberikan keterangnn—keterangan sebagaij --

DEPLINE & ccmo s ccn e e e L e o e e

- bahwa benar sakei pada tahun 1954 menjual tanah -
kepada Pak Rakar dengan harga Rp. 3,000,- seluas-
2160 MRS, = SR N aeara Tt T

- bahwa tanah tercebut berasal dari almarhum suami-

taksi bernemz Lepgimin ; e e L T L

- bahwa Legimin meninggal dunia tahun 1946 ; ~==-wc- |

- bahwa sakei kenal dengan Aminah ( Tergugat IT ) -

itu adalah ietri dari Tak Bakar e !

==--- Menimbang bezhwa para Tergurat I, didzlam memper, -
kuat dalil-dalil sangkalannya, telah menghadapksn ---
bulti-bukti sebagai berikut B R e K i

A, Surat - surat :

1. 1 (ratu) lembaer gurat, tanpe tanda tangan dan --

nama penulisnya terlampir pada surat Jowabon ---
SpHgsal 28 Vel MOBOW:  mucmemwwens cnus i il v s

2. 1 (ratu) copy Akte!jualtbeli: tanggal 27:Juli 1966
) T T AP i e

w

1 (catu) copy fertipikat tan~h No.380/1966 Betro
tertanggal 9 Nopember 1966. ( T. 2 )[BT ——

Dimana copy-copy surat tersebut, dihadapen persidanpan

teleh diseruaikan dengan aseli - nya

————————————————————————————————————— NMenimbang -————
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-==-- Menimbang bahwa pada kerempatan pembuktinn kepada

Terpugat II.; telah mengataken tidak aken mengajukon -

mengajukan bukti apapun Juga kecuali bertetap bahwa ey

apa yang telah di utarakan, adalah apa yang sebenarnya
ferta telah menyerahkan renilaiannya kepada Majelis ;-
——— Menimbang LahWﬂ nﬁtelah pihak pihnk menyrtakan --
tidak hcndak menpaJuPan lﬁgi bukll maupun gekei-sokei-
Na jelir menpanrpap perlu untuk memperoleh ke jelasan --
tentang bagaimnnn.riwayatrstatus tanah sengkets terse-
but rebenarnya , dimana untuk hal tersebut telzh meme -
Tintahkan agar Yepalﬂ Desz Betro atau wekil 7 stap-nya
menghadnp kepersidhngdn dengan membtawa Buku - Desa j==
==--- Menimbang bahwa setelah rPada persidangan berikut-
nya pangpilan tersebut diatas terpénuh%t Yakni telah -
datang menghadap seorang oknuﬁ bernams Achsanudin, me-
ngaku sebagai Carik Dera Betro ddn telah membawa buku-
Desa serta Copy lempiran- lamplran dari buku Dersa ter -
“ebut limena tertera cata;nn—cntatan fetok-petok D=
No.217, 21e, 334, 335, 489, 486, 525, 526, 527, 528, -
i

674 dan €75, maks setelah digumpah ; =eemmeeooooo

ACHEARUDIN tersebut, memberikan keterangﬂn—keterpngrn

febapai berikut : —--—-—-—----——-7 ----------------------

-~- bahwa benar buku yang dlhadapkcn.pernidangan ter -
sebut adalah DBuku Desa, dimann didalamnya berisi -

femua catestan-catatan tpntang hL1 ikhwal tanah ---

dalam Desa Betro

=== bahwa lampiran kertar Lersetut adalah copy dari --
bagian lembaran buku Lera, khusus yang berrangkut-

an depgnn LR SengiatE esaveanuRlE T o
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--- bahwa benar petok D No.526 tersebut dapat diperiksa
sehubungan dengan tanah sengketa ; -=-==-=---=-==-
-—— bahwa kami sebagai Carik baru, sebetulnya belum --
pernah menuliskan apa-apaldalah Buku Desa tersebut
apa lapgi ke-dalam Petok D No.526 tersebut ;-=-=----
-—- bahwa semua yang tercantum pada'Petok D, No.526 --

Amin P.Bakar tersebut, mungkin untuk menunjukkan

bahwa tanah-tanah yang tercatat didalam-nya itu --
adalah milik bersama antare Amin dan P.Baker ;----

--- bahwa dalam penuliran / pencatatan riwayat tanah

didalam Buku Desa / Petok D tersebut, rfebenarnya
memang harue dengan cara berurutan kebawah, menu -

rut tanggel kejadian yang semakin menua j----=--=-=-

1

--- bahwa cara penulican dalam Petok D No. 526 terse
but sebenarnya memang tidak betul, tapi kami -----
(Acheanudin) tidak tau-menzhu, sebab kami tidak --
meraca sebagal penulisnya

T N o e S

--- btahwa setiap kali ada 'perobahan tentang tiwayat --

-

tanah dalam desn Betro, - semuanya aken dicatot --

dalam Buku dera itu

-—-- Menimbang bahwa setelah pembuktian oleh pihak-

pihak dianggap cukup, maka pada persidéngan berikut --
adalah kecempatan untuk mengajukan maring-masing kesim
pulannya, dimana Penggugatl telah meripa jukan kesimpulen
nya yang pada pokoknya adalah eebagaimana terlampir, -
sedangkan para T'ergupat I maupun Tergupat II menyata -
kan tidak herdak mengajukannkesimpulannya
---- Menimbang bahwa selanjutnya pihak-pihak telah --

mohon putusan
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--=-- Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian puturan,
regale peristiwa peresidangan yang tercatat dalam ----
B."A. P. dianggap termasuk sebapgai bagian dari pada -

PULULAN § =sc e mm e e e ———

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggu-
gat, adalah sebagaimena tertera diatag j -—-=---—---un
-=--= Menimbang bahwa terhadap perobahan gugatnn oleh-
Pengpugat, Majelis telah berpendapat sepagai berikut:
Leeis MEDLMUSRE DolNe ) Sr~=-s-sressssnsamapmeseksmsnes
~-- olech karena perobahan pugatan tersebut, dila-
kukap gebelum pemeriksaan perkera dimulai ;--
-- oleh karena perotahan gugatan tersebut tidak
menyangkut materi dalam. pofita maupun .petitum;
Makamenurut hukum acara, hal tersebut masih di -
v perkenrnkern j =-—---esmmm e e e e
---- Menimbang bahwa oleh karena dalm, persidangan ---
;;i:;;??f gg?t Iselanjutnya, baik Tergugat I Sumarto maupun T%bﬁﬁ@at;ll
: Mursidi, telah roma-sama mengakui bahwasanya mereka -
berduz adalah berleluarga dekat, dimana Mursidi terse
but adalah anak kandung dari Sumarto, maka dalam per-
e timbnngﬂn—pertimbangah felanjutnya Majelis akan ber -

anggopen bahwa apapun yanp akan mengkaitkan para Ter-

gugat I., adaleh mengkait pula diri Sumerto maupqn --
Mursidi - dan adalah menjadi tanégung jawab bersama -
dari pada mereka bherdua ; G EANRRRE
---- lMenimbang babwa didalam menanggapi Petitum No.3-

dimana Penggugat telch mohon agar Majelis sidang ----

----------------------------------------- berkenan --
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a
crt,.sah %} tw
7

nxd

be:kenan menetapkah / menyatakan bahwasanya ia (= Peng
pupat) bersamp Ke-lima anaknya sebagaimana tertera --
diatas, adalah benar-benar sebagal "aﬁli waris' darf—
mendiang suami-nya yang bernamo M&chid } mmeme e
MajelisAberpendapqt gebapal berikut i =rorerscm=mmosoes
---- Menimbang bahwa, -v-———--———---—; ---------------
4+ Oleh karena berdasar pada keterangan-keteranpgan ---
dibawah sumpah yang telch diberikan oleh &p.I dan -
Sp.lI.,_ternygta telah membenarkan bahwasanya Teng-
gugat itu adalah memang sétu-satunya istri deri ---
alms rhum ﬁochid dan juge telah membenzrken pula ---
bahwasanya dari pernikahsn éntara Tengpupat dengan-
Mochid tersebut - telah lehir 5 (lima) oranp : nak-
Febagﬁimnnn tertera diutas.; e e
2, 0leh kerena haik Tergugat II moupun psra Tergugat I
tcrnynté juga telah membenarkan dalih tentang sto-
tus kewarisan Fenggugat tersebut ; ==-e-serc—ee——-—-
3. 0Oleh kerenn berdasar pada yurisprodensi Mahkemah --
Mgung R.I. telah memutuskan bahwa "seorarg jonda" -
adalah ahli waris Fuami—nya e e
---- Maka berdasar uraizn-uraian fersebut diatas, ----

jelaslah bahwa sebagiirn dari pada petitum No. 3 dimane

Pengpgupet mohon ditetapkan sebagai shli waris suaminya
(= alm. Mochid), dapntl?ﬂ dibenarkén serta dikabulkan;
---- Menimbang bahwa aken tetapi didélﬁm menanggapi --
rangkrian permohonan dalam ﬁetitum yang sama ( Petitum
No. 3) dimana Pengpupat juga teloh ﬁohon agar ditetap-

kan sebagai ahli warie alm. Pak Bakar,- pendapat -----

Majelis pdalah sebagail Derikut i sc-crs=cascss-cassmus
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----- Menimbarng Balwa, ——crsacnmmmascn e fm e e e o
4. Oleh kareha Penpggupatl hunyniah benar sebapai irtri
dari pada alm. Mochid dan hanyalah nak menantu --

dari alm. Pak Bakar

wn

Oleh karena alm. Mochid tersebut ternyéta adalah -

anak alm. P.Baksar yang lahir darl pernlkdhnn dengan

ietri ke-I Yang mana para Tergugat maupun Fakei -

fakel semuanyn tidak mengetahui dimana dan kemana-
Letri Ke~I tertebut Kinl barpde jum—sscems-mssvconk
€. Cleh karena Tergupat II juga telah menerangkan =----
bohwa sewaktu ia dinikahi oleh ai‘rn P. Bakar, alm.
Mochid itu adalah satu-satu-nya anak y:pg dibawa --
oleh alm. P.Bakar tanps mengetahui dan diberitahu -
kemana dan dimana ibu alm: Mochid tersebut kini --- |

e R ey e e 1

7. Oleh karenn terhadap ketersngan2 didepan pessidtacn
---#--persidangan; :

olch
crt.sah dipgt.

h fakri-sakel tersebut diatars, Pengpugat ternyata -—--

parsf-dsven para Terpupat I, Tergugat I maupun ----

tidak membuktikan tentang hel kebalikannya ;---=----
Maka Jjelarlah bahwa Penggugat tersebut cebenarnya bu-
kanlah sebapgai "ahli w?rlr“ alm. P. Bakar; akan tetapi f

Zr—
" ceandainyapun alm, Mochld tersebut eewaktu hidupnya --

memang pernah mewaris ataupun memp91018h bagian harta

peninggalan dari pada alm. P.Bakar, - maka sepeninggal
- alm. Mochid tersebut sudah bafang tentu Pengpgurat ber-
rama ke- 5 (lima) ancknya itu, akan juga mewaris ba --
gisn harta peningpalan tersebut »——;—; ---------------
Meka oleh karena itu pula , permohonen Pénégugat yang-
termokeud dalam Petitum No.3-nya, hanya sébagian di -

KaDULKAN | = e e m o e .
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Menimbaog bahes didalam menangpapi pebdi tum No, 4

dimans Tenppugal Leli h mohon apar gidang Majelir bher -

tenin menyatakon bahwaranya "pembapgion woric" atar --

hirta peninppalan alm, T.leker yang bteleh pernah di In

kukan antarn runmi Tengpugat ( = olm. Mochid) dengon

Jonda 21lm, . Bakar (= Ny. iminsh = Tergugat I1)," --
aaalet syah menurnt hukum ; - Majelies telah berpends --
Pt Al BT e e L R e

=we=lRenlnlan hahen Yo —c e et e DS Lo oo TR Do o

€. Cleh karena dalil tentang telah pernch dilakesnslop

nyn Lapi warie atae "havle peninggalen™ alm. TRk

oleh alm. Mochid dengon My, Aminah relzka Jnnda a1y
Po Pakar (- Terpupet 11 ), = yanp telol d ik mnteation
oleh TPenppopal, = bernynta tidak di-inpkari kebepor
annyn aleh Tergupat T1 dan Jugs oleh kerven: telih -

diakvi pula oleh Terpurat T7 bahwaranya brpiannyn

yany telah diperoleh dori pembaginn warie btereeby -
adal-h cebanyak 143 Lapiun dan 2 3 nya zdaloh mep
Jeidl bopian TGReimama alm. Weehia 3 f.etefe s do L
2. Cleh kerena yang dimnkead "Haprts raolngii tan!s Fla, -
T.Bakar tercebut, - menurel penggngat adnlah bhidony

tenagh yrng terletak di Desa Retro, kecuomatan Sednti

vabupaten Cidoarjo, dengsn lmlmzp—ﬁ;tan P e i o
febelsh Utara : Jolaman T.U.D, § —~smcecaa ———————
cobelah Timur f Bolon PESH e camrn e R e s
febelaR alatanl T SaTan DuBallY S et o ki e o
rehelsh Papat : nekaranpan T, Tohib, luare amd e e |V

hive rebapnicmons Lanph-tanah yYang tercatnt dalem --

etk B Mo B2y =Sl e -

-

-
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10, Cleh karens setelah meneliti " Buku Desa " yeng
oleh Majelis Lelah diperintahkan untuk dihedepkan-
keperridanpgan oleh seorang Coriv desa bernzma ----
ﬁchéanudin, didapat su-tlo fokta didalamnya,- bLahwa
Tetok I. No. S2¢€ tercebut, adalah tercantum alae -

nemg AMIN P. BAVAR dan oleh karens didie:lom Fetok-

. Mo. 52€ tersebut terdapst juga fakta bahwa tenal

Laneh yanp pernsh dimiliki oleh Amin P, Bakur ter-

rebpt, adalall | e mmm e e
-~ a. tanah perril Mo, 81 d.)l. seluas 0,064 hn,¢-=

yang didapnt darl pembelian pada tongpal ---

¢ - 12 - 1952 dari Temilik Petok D, No.218

=- b. tapah pexeil Mo. 81 ¢.T, seluag 0,042 hay; dan

== g. lapah peredl Mo, 81 d.I, seluan 0,012 ha,---

yang dun-durnya ( d dan ¢ ) didapat dan// be
rarel dard pemlilik Petok D. MNo.485 pada teng
ral 3 Januari 1066 ;) =ccmemmm e
11. Gleh karena berdorar pada urindian-urainn dimuka, --

telah terdapat ruatu kenyatsen bahwaranya Ecpnh]n[
R Bt Pnkar{/ patia sast colelah ' Bakar tertglnth
meningpal dunia,"keluarpa deka k" yonp ditinggallion
font itu, hony~lah ceorong iertri ke-1T tanpe ketu-
runsan yang adaleh Ry, Aminal (= Terguget IT) - dorn
Seorong @nck yepp dilohirlen eoleh ietrl ke-I nye -
yokni Nochid becepta fetrd (=Pengprpct) donoke-

Timo ons k=lndungnya § =seememscm s

1

17. 0Yleh hareni berdarar kenya banm diaba =y chernye to ==

Lalwe bojk Terpupal JT soupun Foehid pade pag bt jilo

gog
adaleh benar rebapel "ahli warig" dari pada alm

Talk Bakir 3



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

By

14

Cleh karena terhadap dalih Pengguget yang teleh --
mc;rug'ra:nulr.;;knu Lohw bidopg-bidong tanah od, o, b. -
diyn €. pebapsirane tertera dalem Tetok T Fo. SiC-
Lorrobut digtar, ndalah benur harta peningyalen ---
wlm. P. Pakar, ternyale tidak ratu pihak-pun dalam
parkars il telelmony@ngiadnya B Ss=sETamemns == -
Cleh karena terhadap dealih Penggugot yong leleh --
menya takan perihel lelah adanyn kebonarensdllaksa=
nakannya pembapiscn varie atasr harts peningrolan —-
alm. Tak Takar, oleh Terpugat IT dan FKochid o lwir-
hum, telah ternyata tidok satu pihakpun delem ---
perkara ini, depal membukbiken hal kebalivannys --
dan juga oleh karens Terpupgot II pun telah pula -=
munc;uékrn Lihwaranya pembapian waris tersebut ---
sebenarnyn teleh terjodi bercasar keserakatan ner-
Feamn Recars fullno dan ikhlas § ~ewsc=s=- ——————————
0leh karen: Terpupet T1 pun telsh menpska bahwn --
17 bapicn harla pendnggelon almarhum Tk Eakur --
yeng telah diterima-nya dori pembagian warié ter-
gebut, - telah dijuel kepads kantor Koperari Sednti
; .

ynkni berhubung Terpugat II sost itu sudah harur -

mengikuti suami Baru-nya ke-daerah Kalimantan j---

—e== Maka berdarzr pada kereluruhan ur: iin-urcien ¢i -

atas, jelarlah behwa meskipun "“pembaygien wirie" terre-

but

digtar, telah terlakrana dilvar aturan hukum == ==

wewnricon, sk n telapi oleh kerena pihak-pihek yong --

berhak telap menpakui telsh adanya kerepakutan eecara-.

ikhlaz dnlem pemlepion tercebut dan tidek pula ade yang

T R R e s T s e st S S e A S e
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=--= Fajelis berpendapei bzhwa "pembaginn warie" atar

heatin peninpgpeslen alm, P, Bakor Yang tclah dila'twrann-

"

wan oleh Terpugntl. 11 dan almerhum Mochid tersebut ---

adaleh " gyoh menvrul hukum", sehingea oleh kerens --

1tu, Petitum Fa, 4 gapnt AASKATNIRE R avesv s e n e e

----iFenimbanr betwa didalem menanggepi Felitum 1o, 6

dimana Pengpnupat kelah mohon apar Majclig berkenan --
menyntalan hohws junl beli tanah fenpketa yanp diluko
ken oleh purn Tergugnt T ( setvapai rembeli) don Merpn
cat 1T (penjuel), ndelah "vatal demi hukam" 3 -sremccan
I'ajelie berpendspat, Febapals heriket [ Sabes vxsevatnny
Bkt LTRSS, Wt . e ————————
== 0leh karena berdarar urainn diatar, telah terdapat
Talbn Lalwneanys hoybe renirgralany alm, P Bakoyr -
4eeharaimana terters dalam Tetal D. I'o,526, ndnlah-
bidnng? toneh ad, Ay, b, dan ¢ yurg keecclvuruhap ---
Tuernya adal=h ( 0,064 4 2,012 ) % 1 hs = 0,76F he;
fedanpian trnnh barian dari r305 Tergural 17 yoenp-
fudah dijual kepne; Yoperasi kecamulon Sedabi rele-
Lisimena tercatat dalom Fetok B E6.52T atar nomns we-
Koperard Turat Sednti, nda]yh-seluar 0,071 ha ;. -wme
== Cleh korens hideng tanah seluas 0,031 he, yony s~--
Leleh 2ijunl olen Terpopat IT teorrebol of

alng

abtag, lor-

nyrin teloh d&kup’meliputi'juhlah-ﬂJBrbagian dari -
rada herta peningpalon alm. Tuk Pakar dan jupa ---
oleh korens tepion terrebut adalah seruzi dengzn --

kesepatan yang mendarari pembageisn wirir terccbut-

tHiptan
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--=- Menimliang bahwa didalam menanggapi Tetitum No.G
dimane Penppupnt telah mohon agar Majelis berkenan -
memerintahken keprdn para Terpugat I, Tergupat 1I --
aliu rispapun yang Leloh memperoleh hak dari pada --
para Terpugat tersebut, untuk cegera mengosongkan --
dan menyerahkan tanah sengketa dimakeud kembali kepe
d¢a Tengpupat selaku ahli waris deri almarhum fuami -
nya yerng bername Mochid, yang adalah anak dari al-
msrhum Tak Dakar, bila perlu dengen bantuan Polieid,
Mnjelis telah berpendapst rebagai berikut L= —r =
== Menimtang DalRRG «Ssesnmememmr SR agEnwasssmme e
-- 1. 0leh korena berdasar pada uraian-uraian dintars,
telah ternyota bahwa jual beli tanah senpket:s -
yong dimakeud oleh Penpgupat, yakni y-ng teluh
dilukukan antara para Tergui~t 1 sebagai pem --
beli, denpsn Terpugat II cebagei penjual, -----
adalah "tidak esyah" dan adelah batal demi hulum;

T

-—- 0Olch Yerene Lransaksi jual beli tanah senpketa -

tersebut ternyata nampak telah dipakrakin oleh-

pihak .paras Tergupat I § —--mre-—socsseccesss——o-

v I-.- Cleh karene didalam persidanpan, Terguget T1 pui
badi telah mengaku bahwasanyn is tidak mernsa --
meajual tonah sengketa tersebut, sebab in tau --
bohwn tonah senpkets itu bukanlah hoknyn, akan -
tetepi adalah hok-nys Tenggupat bererta amn: kénys

ek ARYTD warie dari almerhum Fochid j=---==--7

)
——

--~ 0leh karena Tergugat II jugs mengatakan bLahwa --
ynnﬁ memnlica supaya Tergugat 1T menjual tanah --
senpketa Lersebut sebensrnya adaleh pera Tergu -
pal, I tetzapi Terpugal IT tetap tidak mau tanda -

tangan surat jual beli yanp disodorkan padanyn ;-
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=== Maka Majelie menianppap perlu untuk memerintahlizn-
kepada para Terpupnt T alou ciapapun yonp memperoleh
hak dnri padanya, - apar fepgera menyerzhkan kembrli
tanch renpkets tersebut dalam keadaan kosong seperti -
semula kepada ysng berhak, yaitu Penppupat den tilamn
ne perly dengan Haatuan PToligl ; -——fm-cbmreemcwonom
-=--= Menimbang bahwa, oleh karena transaksi jual beli
tanah senpketa tersebut oleh Majelis telah dianggap --
"tidak cyazh" den adal~h batal demi hulkum §--eeeeeo o .
~-==- Menimbang bahwa, cebagrimans pertimbang: n Ma jelie
tercebut diatas, juga telah diperintahkan agar tanah -
renpketa tersebut diserahken dalam kesdaan kogong ---- ¢
kepada Pengpupgat sebagai yang berhak j;---—-eeeeoo_____
--~- Menimbang bahwa, akan tetapi oleh karenn jusrlileli
tenah sengketa tersebut nyatanya telah mencapai tehap
pen-sertipikatan dan telah di timbulkan rertipikat ---
No. 38071966 (= bukti 7.2), maka - dalam rangka posita
yanp tidak tepasd dinyatakan oleh Tenggugat dan terle
bih lagi oleh karena Penppgugat juga telah memohdn ----
puturan yang se-adil-adilnys Yakni didalem petitum ---
subsidairnya, - maka Majelis telah berpendapat pula --
bahwa terhadap Sertipikat No. 380’1966 tereebut, harus-

lah dinyatakan sebapai tidak mempunyai kekuntan hukum;

-=-== Menimbanp bahwa, oleh karena para Tergugat -——— -
adalah dipihak yang kalah dalam berperkara, maka --~==
" bea " yang timbul dalam perkara ini, dibebankan ke --
paca pare Tergupat 3 —=sueedosunacs Rl I0 L

~==~ Menginpat pasal-pasal dmlam Peraturan dan Undang

undang, hukum perdata Yang bersangkutan

.-._.._...___..._..._____-_..._.-.....__-.___--._........_--.—_—_-__---..-__..-._
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-------------- BT v sk b D I L e e e

-e=- lenyatalken menpabulkan geluruh pugaten
-=—- NMenyatakan bahwa rita jaminan berdasar penetapan
No.11 /19682 ‘Fdt. ‘6. tertanggal 15 Februari 1983 -
édalah syoh Aan DEPHEZANINY c=<SNgipoemsrTm == EE =R
-———— Menyatakan bahwa Penggugat bersama ke-lima anak-
kandunp sebageimana tertera dalam gugatannya, --
adalah "ahli warig" dari almarhum Moehid j=——===
—-——- lenyatakan bahwa "penbagian warie" atas harta ==
peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah di lak
eanakan antara Tergugat IT dengan almarhum Mochd
ada 1o Wil eyeh® Pilm ik = ~r =mmr S AS=Rn iR T
---- Menyataken bahwa jual beli atae tanah sengket: -
yong dilokukan oleh para Terpugat I selakun pem -
beli dan Tergugat 1I selaku penjual, - adalah --
tidak rah dan batal demis Hukum ===~
---- Menyatakan .bahwa sertipikat tanah lo. 380 119€6 -
yang telah sempat timbul akibab jual beli terce-
but, tidirk mempunyail kekuatan hukum j=---- e
———- Memerintahken kepada para Tergugat 1, Tergugat -
71 atau eiapapun yang telah memperoleh hak dari-
padanya, agar £egera menyerahkan tanah sengketa-
| dalam keadaan KOESOng sepert;_semula kepnada T'eng-
gupal berrama analk-anaknya selaku ahli warie ---
decivg inarhin Nochid geee---guaFiesssrossinst
—-—=<+ Menphukun pard Tergurat untuk membayar bea Yyanhg

timbul dalam perkara inl sebegar Rp.26.00C, =

U tigupulub cnan ribu rupiah )

- e

--------------------- Demikianlah ---
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ATPTRAN IV

b

PERDATA NO. 205 /PDT 9 94 /PT SBY.

TURUNAN KEPUTUSAN

D A A A AR
LV o'w 3 ¥ 6 0 00,

PENGADILAN PINGGT JAWA TIMUR

PERKARA PERDATA

DALAM PERKARANYA

Y. MOCHID

LAWAN

NSRS Dbl

PUTUSAN Ta."~"AL : |1 Mel 1994,

LT PUTUSAN

Menguatkan putuson Yenpadilan “ogeri Siloarjo
tanggnl 25 Pebrunri 1983 Ho. 11/Pdt.G/1982/PN.Sdn
] BANDING / TERIMA
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PV TYRAN.

N0, 20%/ 291/ 1994/2T S ¥ .

JEMI XEADILAN BERDARARKAN ERTVIANAN T
rengadilon Tiaggl 41 Byrabays, Yang mengudili pexkera=
a perdata dolam perTadilan tingkst panding, telak menj)a~-
, putufan Sepazal periket dalem perikara 1

vyyzr® 131,

wartempat timggal di ds®u Betre, Keoamatan Be-

dati, Kawwpsten Bidearje;}

THRGUGAT I / PRAMBANDING)

melawsnni

MOOXID,
yertindak watuk diri Semdiri "erts Seyagal wall
durl puds anak=auaknys YRREL pelum dewa®a yang
pa¥ing-ma¥ing bermama 1
JI0N WIDIGHO, RATNO MARTO, SyXEXTI WIOWO, TRJO
ONTOMO dam ARI® MYKITONO;
ePemusnya werbempal timggal di de®a Ja%em III
/ 142 A Keoamatan dan Cawwputon Bilenrje}

PENGGUGAT [ TERBANDIUG)

d anl

1. "y MaAnTO,
yertempat timggal di de®a Batre, Keowmatan B
dati, Xaswpaten Bigearje;

2. NY. AMINAN,
wertempat timggal di de%a Tanggwlangin, Keoa~
matan Tanggulangin, Kabwpaten Gidearje;

TEAGYGAT I BAN II / TXNT TERBANDING;

mgadilan Tinggl ter®eduty

telan membaon werka® perkara dan Semua Yurat-Yurat yamg

agen dengan pesrkara imiy

TENTING . .0
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TENTANG DVDVENYA PEREARL

lhl\;n‘ii) wraiaza-wralom temtang kal imd yeng tertuli® dalam
alinas 1e%"mi dari puwtuan yamg dijatuhkan elek Pongadilan Negeri
9idearje dalsm perkars kedus belak piMak dam ysmg tHelak diwoapkan
dimwka wuwm demgan éimaiiri elek kedwa Welsh pikak yamg werperka-
o pada tanggal 25 Pewrwari 1963 Ne.11/1982 Pit.G/ XN, Pdu, yang
smarays serbwayl Tehagal serikmt 1

Muﬂﬂu-uuunu'ﬂuﬂguﬂu;
" Memyatakaw wuiwe ®ita Jamimen worda®ar pemetupan Ne.11/1982 Pit.
G. tertanggal 15 Pewrwari 1963 adalal ®yak dam werhargej
Memyatakan wamwa FPenggugut por®ama kelima smak kamdwag Sebagai-
mama Lertera dalam gugatamaya sdaluk " akll wari® dari almar-
" wum Meohid)

Memyatakan wama " Pembagian wari® ata® warte peminmggalan alr
markum Pak Jakar yang telam di lakPamakan amtara Tergugut II den
mgea  almarkwm Meohid adalak " ®ysk "

Menyatakan wamwa jJual well ata® tamak ®engketa yung dilakukan
eleh para Tergugat I %elakw pembell dan Tergugat II "elakw Pexn-

jwal sdalak tidak ®ak dam batal deml hulumg

Menyatakan wakna Yertifikat tamak Ne,380/1966 yamg telak ®empat

timbul akivat jwal weli ter®ewwt, tidak mempwayal kekwatan hwkum
Memerimtahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II ataw "lapa-
pun yang telak memperelehr hak dari padawys, agar Ssgera memye-
raikan tamak "emgketa dalam keadmam ke%emg Seperti Memula kepada
Penggwgst berfama amak-smakmya "elakw ahli wari® darl almarhus

" Meghidj

Memghwkum para Tergugat watuk membayar bes yang timbul dalam

perkara imi %ewe®ar 2p,36.000,- ( tiga pwluwk emam Tiww rupien);
M

subaca sertwurwipturut

1. Ri%alak Permeneman Bamdimg yamg menYebutkan, dulwa pada tanggsl

28 l'ohnlx:i/fFS Tergwgat I memgajukan permememan bandinmg

teThadap...
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BRi%®alak Po-\oritn.hu'u. Permyatasn Banding, ysng menyebuikan
Bawa pada tamggal 14 Maret 1989 dam tamggal 18 Mare® 1999
kepada Penggugat dam Tergwgad I dam I diberitakwkan tentang
adanya permeienan wamding dari Tergwgat I Mur®idi terfeui;

3, Ri®alak Pemveritanwaa Memerik®sa Berka® Perkars yang menyelbui-
kan bakvwa pada tawggal 21 Oktewer 1393 kepada Pemggugad dan
Tergugat I.Mur®idi /)on\n;ndiu dan Torgugat I Pumarte Tkub
Terbanding, den pads tg152 Nepyember 1989 ki)tdl Tergugady II
ma¥ing-ua®ing telah dideritamukan temtang adanys ke%empatan
satuk memerikéa Werkad perkara imij

S o TMRANGAY XWXWM

Menimbang, bahwa pormehenman bamdimg dari Tergwgat I .Mur®idi
“terfewnt telak diajwiaw di dalam temggang wakbtw dan dengsm eara
Serta Syarat-Yyarat’ yamg divemtukan di dalam Vadsag-¥ndang, maka
permehenan bwamding terfebut dapat diterima;

Mowimbang, eahwa didalam perkara imi Tergugat I.Murfidi/Pem-
banding tidak memgajwian memeri banding;

Monimbang, wadwa Setelui Pewgudilaw Timggl meweliti dam mem=
pelajard berka¥ perxkara Nerta €311nan refui dari putuan Penga~
dilan logori'“idoara.tnig;li 25 Pedbrwari 1982 We.11/Pdb.G/1962/
PH, %0, yamg dimeken bomding imi, Pemgadilaw DPimggli Werpemdapat
Bahwa pertimbangan dan pendapat Nakim timgkat pertana yang diwrai-
kam di dalam putw®amuys Fwdak tepat dan wemar Tehimgga dapat dive-
tuiul watuk "elamjwimys diambdil alik elek Pemgadilam Timggi watuk
‘a1fadtiken dadas dalon mommtud perkara imi, maks elek karems itw
putudan Pengadilan Negeri Yidearje terfebut haru® dikwatkan;

uonilhnn;, wawa elek karema Tergugat I,.Mar®idii/Pembanding
adalak pikak yamg kalak di dalam perkara dimi, maka haru® dikuken
watuk membayar siays perkara dalam peradilam timgkat wamdingj

Momgimgat pa®al-pa®al dari Vadeng-¥adang dem peraturanm hukus

LR T
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- d -

ygx‘ BerTangkutan;

MENGADILTI

Memerima pormehonan wamdinmg dari Tergugat I MYRUIDI /Penbun-

& terfebut; Ly

Memguatian putw®am Pemgadilan Hogeri ®ideurje Samggzal 25 Po-
srwari 1963 Ne.11/Pdt.G/1962/PN.5da, yaug dimekenksn banding ter-

Fohutj

Momghukun Tergugat I.er'idi/lolilldil‘ watuk membayar wsiaya

yerkara dalam peradilan tlagkat bamding yamg diveutwkan Sphe¥ar

2».20,000,~ ( dwa yulwh ribw rwpiak); o
Bemikianlak diputu® dalam Sidang wu®yawarah Majeli®, pada ha-

vl 1 PBLASA, tamggal 17 MBI 1994, elek NT. SCNTARMIATI, SX. Nakin

Tinggl pade Pongadilan Pinggl “u:n.h.n.. %elakm Ketua Majeliw,

BAVID TJOWANDI, SN, dan AND.XIDIR MAPPONG, Sy, 5 ma¥iug-ma®ing Nakim
'I‘iugi "elalkw Nakim-Anggeta Yang ditwnjuk watuk memerik®a dan me~
ngadili perkars inmi h-rd-.'arku wrat Penetayan Wakil Ketuwa Ponga-
dilan Timggl Puravays tamggal 25 Maret 1994 Ne.285/Pit.Pen/1994/
PT.53Y, dan putw®an terfedwt diweapkan di dalam "ldang tervuka wa-
ek wawm pada hari itw Jugs elek Xetwa Majeli®, demgan dimadirs

elek para Nakim-duggeta terfelmt Forbva Ny,Uylatui Pamitera-Lenggan-

O = RS ER PG i Bt g

t1, tampa diksdiri eleh kedwa Welak pikak Yeng Berperkara;
LXTM « ANGGOPA KRTvVa i

AT

e T TSR v

1. t.tnd. t t ‘o

( 34VId DJowamnI, ®x.). ( ¥Y. SomramyraTI, *x.). ?

e kol (4
Pu.itora-l'on;ganti, ?

( 43, xIn MAPPONG, *x.), .

( My, Bg1amyg Yo

li!Jl--u
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LAMPIRAN' V

PERDATA N0.120 ; ppr. I /19 96

TURUNAN . ‘PUTUSAN '
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
PERKARA PERDATA
DALAM PERKARA
betia STDT () L 010 © 1 5..48T)
LAWAN

s 10000 Kt D104 Y BEST )
PUTUSAN TANGGAL ; 'F Murct 106
ISI PUTUSAN . --Cnolalt por "“1”"""‘“;]'-?fi-;;j_ il Eo: olon

BANDING / TERIMA



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

————

PUTUSAMN

Nomor : 120 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAIL
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa 'perkara perdata dalam tingkat kasgsi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara
| MURSIRI, bertempat tinggal di Desa Betro,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Pemo-
hon kasasi dahulu Tergugat I-Pembanding ;
m e LW an 5
NY., MOCHID, bertindak untuk diri sendiri
dan sebagai wali dari anak-anaknya yang
belum dewasa yang masing-masing ‘bernama
TJIOE WIDIGDO, RATNO MARTO, SUBEKTI WIBOWO,
.

, TEJO OETOMO dan ARIS MUKIYONO,

semuanya bertempat tinggal di Desa Jasem

III/142 A, Kecamatan dan Kabupaten‘sidoar—
jo, Termohon kasasi dahulu Penggugat -Ter-
banding ;

d an :

1. SUMARTQ, bertempalt Ltinggal di Desa Be-
tro, Kecamatan ‘Sedati, Kabupaten Sidoar-
jo

2. NY. AMINAH, bertempat tinggal di Desa
Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin,
Kabupaten Sidoarjq, para Lurut Termohon
kasasi dahulu Tergugat I dan II-turut

‘ Terbanding ;
Mphkamah Agung tersebul ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat -surat tersebut ter-

NN AE R = o0 5 o e
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nyata bahwa sekarang Termcohon kasasi scbagai Pengguyal

F

‘éfﬁ:‘dhfl» pa {3

asli telah menggugat sekarang Pemohon ka

(3

(AR
turut Termohon kasasi sebagai para Tergufal %?%j
persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjc)kfadh:{
atas dalil-dalil : : S

" ]
oo ok a0y A

bahwa suami/isteri Pak Bakar dan ister{ﬁyﬁ:xﬁinah
telah meninggalkan seorang anak bernama Mochid (suami
Penggugat asli) ;

bahwa pada tahun 1959 Pak Bakar meninggal dunia,
jugaj telah meninggalkan barang warisan berupa tanah
pek&ranéan persil Nomor : 81 petok D Nomor : 526, luas-
nya 0,114 Ha yang batas-batasnya sebagaimana tersebut
dalam gugatan ;
hahwa sepeninggal almarhum Pak Bakar maka tanah
arangan tersebut kemudian dibagi waris oleh suami
Jgugat asli bernama Mochid dan janda almarhum Pak
ar bernama Ny. Aminah ;
bahwa telah disepakati oleh kedua belah pihak
yaitu Ny. Aminah dapat + 1/3 bagian dan suami Penggugat
asli (Mochid) mendapatkan 2/3 bagian ;

bahwa setelah ada pembagian tersebut maka diberi
batas-batas tertentu dimana Ny. Aminah (Tergugat asli
II) mendapat sebelah Barat dan suami Penggugat asli
mendapat sebelah Timur ;

bahwa kemudian Ny. Aminah telah menjual tanah
pembagian warisannya kepada Koperasi Kecamatan Sedati
lalu pindah ke:Kalimantan ;

bahwa setelah suami Penggugat asli meninggal
dunia pgda waktu peristiwa G.30 S/PKI, maka Ny. Aminah

datang ke Jawa karena disurati Pak Lurah dan Pak Carik,

katanya! Ny. Aminah (Tergugat asli II) masih mempunyai
i

wariean ...ivsas
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warisan yaitu tanali sengketa ; 4
bahwa Penggugat disuruh menandatan A i é%HIL\J“al

beli, akan tetapi Penggugat asli tidak mau\?bﬁﬂéﬂgéliﬁﬂn
tanab sengketa tersebut adalah untuk anak- anakgﬁé%ggugat
asli nahtinya kalau sudah besar ;
bahwa sejak saat itu setiap hari Penggugat asli
ditakut-takuti kalau tidak mau pindah dari tanah sengke-
ta akan dihabisi nyawa Penggugat asli ;
bahwa mendengar ancaman itu Penggugat asli lari
kerumah saudara Penggugat asli di Magelang\dengan me -
nyuruh Pak Lik Penggugat asli untuk mendiami rumah seng -

keta dan sebagian ada yang disewakan kepada Pak Wardo-

Lahwa Penggugat asli, berkeyakinan hal tersebut

a akal cerdiknya para Tergugat asli I sebagi orang

4 yane bﬂnkuaga yaitu sebagai Carik di Desa tersebut
\, kéxsna tahu-tahu sudah dihaki oleh para Tergugat asli I

anal penbagian warisan tersebut tanpa seijin Penggugat

agli :

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,

Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo

supaya meletakkan Sita jaminan atas' tanah sengketa dan
selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut
supaya memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2 anyaLakan syah dan berharga sita Conservatoir Beslag

yang Lelah dilakukan oleh Pengadil

an Negeri Sidoarjo

techadap barang-barang sengketa tersebut diatas

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat

adalah ahliwaris dari almarhum Mochid dan Pak Bakar

i

S T e e

4. Menyatalkan
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4. Menyatakan syah pewmbagian warisan
almarhum Pak Bakar yang sudah

suami penggugat dan janda almarhum P k B

Aminah ; .
N2l00 kS
5. Menyatakan batal jual beli yang dllakukan Gle

gat I dan Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat

111 sebagai penjual ;
Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau
kepada siapa saja yang mendapat hak dari para Tergu-
gat, untuk.mengosongkan tanah sengketa tersebut dan
selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut
kepaéa Penggugat sebagai ahli waris dari Mochid anak
almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan
Polxsx H
'\ﬁenghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara
oini sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SJIDALE 2
\“"*?e ggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan
“;ﬁegeri Sidoarjo, untuk mnendapatkan keputusan yang
seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Sidoarjo telah mwengambil putusan, yaitu putusannya
tanggal 25 Pebruari 1983 Nomor : 11/1982/Pdt.G/PN.Sda.,

yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan ;

- Menyatakan bahwa sita jaminan berdasar penetapan
Nomor : 11/1982/Pdt/G tertanggal 15 Pebruari 1983
adalah syah dan berharga ; :

Menyatakan bahwa Penggugat bersama ke-lima anak kan-

dung sebagaimana tertera dalam gugatannya, adalah

ahli waris dari almarhum Mochid ;

= MENYIERRAN . ;55573500
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Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta pening-

galan almarhum Pak Bakar yang telah

antara Tergugat II dengan almarhum

syah ;

dilakukan oleh para Tergugat I se{aku
Tergugat II selaku penjual, adalah tidak sah dan
batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa sertifikat tanah Nomor : 380/1966
yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut,
tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat 1II

atau siapapun yang telah memperoleh hak dari padanya,

dalam keadaan
bersama anak-
Mochid ;

enghukum para Tergugat untuk membayar biaya }ang
timbul '‘dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga

puluh enam ribu rupiah) ;

‘

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan
Tergugat I telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sura-
baya denéan putusannya tanggal 17 Mei 1994 Nomor
205/PDT/1994/PT.SBY. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Tefgugat I-Pembanding pada tanggal'B Agustus 1994
kemudiaa terhadapnya oleh Tergugat I-Pembanding diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 1994
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor
11/Pdt.G/1982/PN.Sda yang dibuat oleh:Panitera Pengadil-

V L}
an Negeri: Sidoarjo, permohonan mana kemudian disusul

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di-

terima
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terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri teruebut pada
anggal 1 September 1994 ;
" bahwa setelah itu oleh Penggugat -

pada tanggal 1 Nopember 1994 telah dib

memori kasasi dari Tergugat I- -Pemhanding
jawaban memori kasasi i

Menimbang, hahwa permohonan kasasi a quo beserta
alasan;alasannya telah diberitahukan Kepada pihak lawan
dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara yang ditentukan dalam Undnng~Undang, maka oleh
karena' itu permohonan kasasi tersebut formil dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diaju-

n oleh Pemohon kasasi dalam memorl kasasinya tersebut
pokoknya ialah ;

1.|“Bphwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi  yang
t;genyatakan Pemohon kasasi/Pembanding tidak mengajukan
memori banding adalah tidak benar, sebab memori
banding telah diserahkan dan diterima Pengadilan
Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 Nopem-
ber 19931 sebelum perkara putus, oleh karena itu
memori banding tersebut adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa putusan judex facti mengandung kelemahan hukum,
karena tidak lebih dahulu membuktikan bahwa Ppenggy-
gat/Termohon kasasi adalah ahli warig almarhum pak
Baka% yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sebagai ahli waris atas tanah persil Nomor : Bl Ppetok
D Noaor * 326 luas 0,114 Ha yang telah dijual Tergu-
gaL TI/turut 'Termohon kasasi (penjual) kepada Tergu-

gat I/Pemohon kasasi/Mursidi ;

J. Bahwa jual belj tanah sengketa telah dilakukan diha-

dapan BRI [,
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dapan pejabal yang berwenang yaitu Camat sebagai
—

FPAT, oleh karena itu Pemohon kasasi 394£;;:£ep2§a1
{

pembeli yang beritikad baik dan harus ?a} ngi
Menimbang \f_‘s \ {rl?ﬁl
mengenal kz=beratan ad, 1
| bahwa keberatan tersebut tidak dapat dlbena;kan
oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan
hukum dan tidak menyangkut pokok pe;soalan dalam perkara
ini (ir;elevant) : '
mengenai keberatan_ad, 2
bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan,

©leh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

idak dapat dipertimbangkan dalam-lpemeriksaan dalam
(at, kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
han ? berkenaan dengan adanya kesalahan pPenerapan hukum,
]
ad%lyl pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian
' " memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh per-
dturan perundnug-undangan, yang mengancam kelalaian ity
dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila
Pengadilan tidak berwenang atau melamPaui batas wewe-
nangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Un-
dang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No-
; ]

MaESR X4 - Calion, 198s) < NERS
mengenai keberatan ad, 3

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan,
oleh karena judex facti telah tepat pPertimbangan dan
putusanqya :
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim-

bangkan diatasg, lagi pula dari sebab tidak ternyata

bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan

dengan v ol e ey
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Sy

hkim-Hakim Anggota :

Administrasi Kasasi. Rp.47.000, -
Jumlah

dengan hukum dan/atau Undang-Undang, mdka Qermohonan

kagasi yang diajukan oleh Pemohon kavav /
but harus ditolak ;

Menaimbang, bahwa oleh karena

dari Pemohon kasasi/Tergugat I asal

kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
Nomor : 14 tahun 1970, dan Undangfundang Nomor : 14
tahun 1985 yang bersangkutan ; l

; MENGADILI

'Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi
MURSIDI tersebut ;

EMenghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.
50.000, (lima pulub ribu rupiah) ; .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat-
an Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Marebt 1999
oleh Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Widja, S.H. dan
Ny. Marianna Sutadi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Ida Bagus
Widja, s.H, dan Ny. Marfanna Sutadi, S.ll. sebagai Hakim-
Halcim hnggnta dan Leonora Ilutagalung, S.llI. Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah

pihak. -

Kie £t ua

d/Ida Bagus Widja, S.H, tead
td/Ny. Marianna Sutacdi, S.H. Th. Ketut Suraputra, S.!.
\aya-Biaya : Panitera Pengganti
Me B @@k Lo Rp. 2.000,= Aot
Redaksd vvut Rp. 1.000, - e

ltagalung, S.H.

LI

Tied
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LIMPIRAN VI

PERDATA NOéo'-r ﬁf PDT. @/ 200] / .-

TURUNAN PUTUSAN

LIAHKAMAH AGe ALRIS/& 1AONEN  D(JARALA .

PERKARA PERDATA

DALAM PERKARA

......................................................

PUTUSAN TANGGAL : o4 'Mw_-ma'

abn’ Demard , pe/iipsn Knbert), MUY -

ISI PUTUSAN

BANDING / TERIMA
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MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

,r.AJ w

{PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA-_’ ¥

antara : :
............................... M UES‘Dl '
melawan : .;

a:._’
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PUTUSAN

Nomor : 625 PK/Pdt/2001

DEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan

sebagai berikut dalam perkara :

MURSIDI, bertempat tinggal di Desa Betro,

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Drs. MOHAMD SOKA, SH,

2. |IN DWI MULIA, SH,

Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan
Jemur Andayani No.50 Blok D 125 - 126
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Agustus 2000 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemo-

hon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ;
melawan :

NY. MOCHID, bertindak untuk diri sendiri dan

sebagai wali dari anak-anaknya yang belum

dewasa yang masing-masing bernama

TJIOE WIDIGDO, RATNO HARTO, SUBEKTI

WIBOWO, TEJO OETOMO dan ARIS MUKI-

YONO,

kesemuanya bertempat tinggal di Desa

Jasem IlI/142 A, Kecamatan dan Kabupaten

Sidoarjo .......
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Sidoarjo ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Ter-

mohon KasasilPenggugaUTerbanding :

dan :

1. SUMARTO, bertempat tinggal di Desa
Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo ;

2. NY. AMINAH, bertempat tinggal di Desa
Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin,
Kabupaten Sidoarjo :

Para Turut Termohon Peninjauankembali,

dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Ter-

gugat | dan II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Surat-surat yang bersangkutan

2 yéta Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/

Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankem-

bali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 1999 No.120

K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

melawan Termohon Peninjauankembali dan Para Turut Termohon

Peninjauankembali dahuly sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Ter-

banding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat | dan I/Murut

Terbanding yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Pak Bakar dan isterinya Aminah hidup bersama dalam
Suatu rumah tangga :
bahwa pada tahun 1959 Pak Bakar meninggal dunia, dan

selain meninggalkan Seorang anak bernama Mochid (suami Penggugat)

juga .......
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juga telah meninggalkan barang warisan berupa tanah pekarangan
persil Nomor : 81 petok D Nomor : 526, luasnya 0,114 Ha dengan batas-
batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa sepeninggal almarhum Pak Bakar maka tanah
pekarangan tersebut kemudian dibagi waris oleh suami Penggugat

pernama Mochid dan janda almarhum Pak Bakar bernama Ny. Aminah ;

bahwa telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Ny.
at + 1/3 (satu pertiga) bagian dan suami Penggugat (Mochid)
/3 (dua pertiga) bagian ,

ahwa setelah ada pembagian tersebut maka diberi batas-
‘l““_--—"'_ - . .
tas tertentu dimana Ny. Aminah

(Tergugat Il) mendapat sebelah Barat

dan suami Penggugat mendapat sebelah Timur ;

bahwa kemudian Ny. Aminah telah menjual tanah pembagian

! Pak Lurah dan Pak Carik, katanya Ny. Aminah (Tergugat Il) masih
mempunyai warisan yaitu tanah sengketa ;

bahwa Penggugat disurun menandatangani surat jual beli,
akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan tanah sengketa
tersebut adalah untuk anak-anak Penggugat nantinya kalau sudah

besar ;

bahwa sejak saat itu setiap hari Penggugat ditakut-takuti kalau

. tidak mau pindah dari tanah sengketa akan dihabisi nyawa Penggugat ;

bahwa mendengar ancaman itu Penggugat lari ke rumah

saudara Penggugat di Magelang dengan menyuruh Pak Lik Penggugat

untuk .......
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untuk mendiami rumah sengketa dan sebagian ada yang disewakan

kepada Pak Wardojo ;
bahwa Penggugat berkeyakinan hal tersebut hanya akal
cerdiknya Tergugat |l sebagai orang yang berkuasa yaitu sebagai Carik

di Desa tersebut karena tahu-tahu tanah tersebut sudah dihaki oleh

Tergugat |l tanpa seijin Penggugat ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat

Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai

PRIMAIR :

=== 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

enyatakan syah dan berharga atas sita conservatoir beslag yang

2. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah
ahliwaris dari almarhum Mochid dan Pak Bakar ;

Menyatakan syah pembagian warisan harta peninggalan almarhum
Pak Bakar yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan
janda almarhum Pak Bakar bernama Aminah ;

Menyatakan bahwa batal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat | dan
Tergugat || sebagai pembeli dan Tergugat Il sebagai penjual ;
Memerintahkan kepada Tergugat | dan Tergugat |l atau kepada siapa

saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan

tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah

sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Mochid

anak.......
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n

anak almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini
sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SUBSIDAIR :

- Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri
Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

tanggal 25 Februari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PN.SDA. adalah sebagai

enyatakan mengabulkan seluruh gugatan ;
Menyatakan bahwa sita jaminan berdasarkan penetapan

No.11/Pdt.G/1982., tertanggal 15 Februari 1983 adalah sah

dan berharga :

Menyatakan bahwa Penggugat bersama kelima anak kan-
dung sebagaimana tertera dalam gugatannya, adalah ahli
waris dari almarhum Mochid -

Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta pening-

galan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara

Tergugat Il dengan almarhum Mochid adalah sah -
—- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang

dilakukan oleh Para Tergugat | selaky pembeli dan

Tergugat |l selaku penjual, adalah tidak sah dan batal demi

hukum :

— Menyatakan bahwa sertifikat tanah No.380/1966 yang telah

sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai

kekuatan hukum :

— Memerintahkan ... .
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- Memerintahkan kepada para Tergugat |, Tergugat Il atau
siapapun yang telah memperoleh hak dari padanya, agar
segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan
kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-
anaknya selaku ahli waris dari almarhum Mochid ;

= Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh
enam ribu rupiah)
enimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sura-

baya tanggal 17 Mei 1994 N0.205!Pdtl1994lPT.Sby. adalah sebagai
! berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat | MURSIDI/
Pembanding tersebut :
— Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25

Februari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PN.Sda. yang dimo-

honkan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat | MURSIDIIPembanding untuk mem-
bayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang
ditentukan sebesar Rp.20.000, - (dua puluh riby rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI.

tanggal 4 Maret 1999 No.120 KIPdt/1996 yang telah berkekuatan hukum

tetap tersebut adalah sebagai berikut :

— Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

MURSIDI tersebut :

= Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya per-

kara dalam tingkat kasasi inj ditetapkan sebanyak

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, .......
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Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4
Maret 1999 No.120 K/Pdt/1996 diberitahukan kepada Pemohon
Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding
pada tanggal 5 Februari 2000 kemudian terhadapnya olenh Pemohon
Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding
dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Agustus 2000 diajukan permohonan peninjauankembali secara

| Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus
R
©

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali
but telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
al 5 September 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya
diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
idoarjo tanggal 18 September 2000 :

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali a quo
beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara

yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat

RRPRNPRAS M

diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah
mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu

kekhilafan/salah dalam menerapkan hukum, karena dalam

perkara .......
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perkara ini tidak pernah diajukan bukti tertulis tentang
pembagian waris yang diketahui oleh Kepala De/sg selaku
pihak yang berkompeten di wilayahnya untuk kepentingan
yang sangat haki‘lﬁi_yakni untuk mengontrol apakah benar
orang-orang yang menerima warisan adalah orang yang
memang berhak untuk itu tetapi semata-mata hanya
berdasarkan kepada pengakuan/keterangan dari Turut
Termohon Peninjauankembali/Tergugat |l tanpa memper-

imbangkan keterangan Pemohon Peninjauankembali/Ter-

entang adanya novum :

- Belum pern\ah terbukti telah terjadi pembagian waris
antara Turut Termohon Peninjauankembali/Tergugat Il
dengan almarhum MOCHID ;

- Nama yang tertera didalam Petok D No.526 adalah Amin
P. Bakar, hal mana Amin yang dimaksud itu adalah
Aminah :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ny. Aminah

(Turut Termohon Peninjauankembali/Tergugat |l) yang

berhak atas seluruh tanah yang tercatat dalam Petok D

No.526 tersebut |

Bahwa Pemohon Peninjauankembali/Tergugat | mengaju-
kan bukti berupa foto copy Akta Jual Beli tertanggal 27 Juli
1966, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, tampak jelas bahwa penjual (Ny. Aminah)
telah membubuhkan cap jempolnya didalam Akta Jual Beli

tersebut. Oleh karenanya mohon dapat diterima dan

dinyatakan .......
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dinyatakan sebagai bukti baru (novum) ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan
peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan
tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang
nyata dalam putusan Mahkamah Agung maupun judex factie karena

~tetah dipertimbangkan dengan benar dan tepat ;

WILA gy
LRI N

0N

Soka, SH dan kawan tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus
ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan-
kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini
dibebankan kepada Pemohon :

E Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun
1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan :

3 MENGAD l‘ |

v Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon

Peninjauankembali : MURSIDI tersebut ;

Menghukum .......
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10

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 24 Desember 2002
oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang,
H. Soeharto, SH., dan Artidjo Alkostar, SH., sebagai Hakim-Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
etua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soeharto, SH.,
ostar, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang

itera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah

-Hakim Anggota,

Ketus,
ttd./ ttd./

H. Soeharto, SH Bagir Manan
ttd./

Artidjo Alkostar, SH

Biaya peninjauankembali :

1. MEL@T AN ovensvessisrrorsirnnnn RRe 6;000,= Panitera Pengganti

2.Redaksi.. .. Rp. 1.000. ttd./

3 Administrasi Peninjauan Kembali Rp.493.000,- Mariana Sondang MP., SH

M UIEAEEY . crun o anaiens o0 Rp.500.000,'
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""((mor : 625 PK/ Pdt / 2001 dibuat atas permintaan lisan dan diberikan kepada Sdn.
MOCHLD Scba},al Termohon Peninjauan Kembali , dahulu Termohon Kasasi / Penggugat

. MOH ICI—IWAN SHMHum
. N.LP. : 040025092 .-
\ { Biaya — biaya :
& "Meterai SO )y W
/ $leges ............Rp.2.500 -
/ l‘ /
Jumlah ................. Rp. 8.500 ,- ( Delapan ribu lima ratus rupiah ) ;
LUNAS
YANGGAL
25 FEB 2004

@[wzes]
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